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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama sumber daya
manusia memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Aparatur
Sipil Negara (ASN) yang mampu memainkan peranan tersebut adalah
yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan
perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada
negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan
tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi
perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu Pemerintah
memerlukan ASN yang berkarakter, memiliki akuntabilitas,
nasionalisme yang tinggi, etika publik yang luhur, memiliki komitmen
mutu, dan anti korupsi. Dalam rangka menciptakan sumber daya ASN
yang memenuhi nilai-nilai tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan
sumber daya manusia salah satu caranya melalui pendidikan dan
pelatihan (diklat).

Merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (4) UU ASN, Calon PNS
wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses
pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang serta untuk membangun
dan menginternalisasikan nilai-nilai ANEKA vyaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi dalam
diri seorang ASN dengan memadukan pembelajaran klasikal dan non
klasikal di tempat pelathan dan di tempat kerja sehingga
memungkinkan calon PNS mampu menginternalisasi, menerapkan,

dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan



(habituasi) di unit organisasi dimana calon PNS bekerja, dan
diharapkan calon PNS dapat menciptakan Inovasi dan ide gagasan
yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilai tambah bagi
organinsasi tersebut. Dalam melaksanakan proses habituasi tersebut
calon PNS juga dituntut untuk dapat membuat rancangan Inovasi
yang dapat mempengaruhi dan memberikan nilai tambah terhadap
organisasi.

Dalam hal ini unit kerja penulis ialah Inspektorat | yang
merupakan unit pengawasan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.
Inspektorat | memiliki 13 orang auditor yang ditugaskan untuk
melakukan pengawasan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya, salah satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah
Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu,
diantaranya ialah kegiatan reviu atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun 2015
tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian
Negara/Lembaga, reviu laporan keuangan ialah kegiatan penelaahan
atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan
K/L yang harus dilakukan oleh auditor sebagai Aparat Pengawasan
Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk
memberikan  keyakinan  terbatas bahwa  akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga
untuk menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang berkualitas.

Penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan oleh pereviu
merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi
pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan K/L. Namun dari hasil
pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan semester | dan

semester |l tahun 2017 dan 2018, serta wawancara yang dilakukan



terhadap auditor inspektorat |, kertas kerja reviu yang disusun dalam
rangka reviu laporan keuangan belum terdapat keseragaman. Hal ini
dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi pada saat
melaksanakan reviu seperti keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan
waktu, alokasi penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun
laporan keuangan. Didasarkan pada hal tersebut penulis berniat
memilih rancangan aktualisasi Optimalisasi Kegiatan Reviu Atas
Laporan Keuangan Melalui Penyusunan Format Kertas Kerja

Terstandar Di Lingkungan Inspektorat | Setjen Dan BK DPR RI.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2018;

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara No
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan fungsional auditor;

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik



Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedomn Reviu Atas
Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
. Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNo.255 /PMK.
09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan

Kementerian Negara/ Lembaga.



BAB I

PROFIL ORGANISASI

A. VISI MISI UNIT KERJA

Ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 2015 dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terbentuknya
Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal setingkat eselon
|, serta Inspektorat | dan Inspektorat Il yang setingkat eselon II,
merupakan salah satu upaya penguatan fungsi pengawasan internal
dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas di
lingkungan Sekretariat Jenderal DPR Rl dan Badan Keahlian.

VISI :

Mewujudkan Inspektorat Utama yang Profesional, Independen,
Akuntabel, dan Berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan
Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

MISI :

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas
Keuangan Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR Rl;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
dilingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;

3. Mengembangkan Kapasitas Inspektorat Utama yang Profesional

dan Kompeten.



B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGRANISAS] g;i

INSPEKTORAT UTAMA
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Gambar 1 Struktur Organisasi

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252,
Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;

2. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;

3. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

4. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya,



5. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

6. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan
Angka Kreditnya, Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis,
pengendalian, dan evaluasi pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas Auditor mempunyai fungsi;

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;

2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas
aspek keuangan tertentu;

3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk
tujuan tertentu;

4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam  audit
khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;

5. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan
evaluasi;

6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;

7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan
pemantauan;

8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan
pengawasan lain;

9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka
membantu melaksanakan kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.



BAB lli
RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU

Isu-isu yang ditemukan di Inspektorat | Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian DPR RlI, antara lain sebagai berikut:

1

Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR RI
Belum terstandar.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah
satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas-
tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya ialah
kegiatan reviu atas laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri
Keuangan No. 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Atas
Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga reviu Laporan
keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi
dan penyajian Laporan Keuangan K/L oleh auditor Aparat
Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang
kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi
telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi dan Laporan Keuangan K/L telah
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam
upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan

LK K/L yang berkualitas.

Dengan penerapan SAP berbasis akrual, komponen laporan
keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Kementerian
Negara/Lembaga terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, dan Catatan atas LaporanKeuangan (CalK). Untuk

mewujudkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan keuangan



negara, Laporan Keuangan K/L harus dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAi), disampaikan secara tepat waktu, disusun
dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan
harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Reviu
Laporan Keuangan DPR Rl sendiri dilaksanakan tiga kali dalam
satu tahun anggaran.
Tujuan reviu atas laporan keuangan sendiri adalah untuk:
a. membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan
penyajianLK K/L; dan
b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dankeabsahan informasi LK K/L serta
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai

dengan SAP kepada Menteri/PimpinanLembaga,

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.255
/PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga penyusunan kertas kerja reviu
laporan keuangan oleh pereviu merupakan bagian dari
pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK

K/L, dan harus menjelaskan mengenai:

a. pihak yang melakukan reviu (Aparat Pengawasan Intern atau
pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/pejabat yang
setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga);

b. tingkatan unit akuntansi yang direviu (UAKPA, UAPPA-W,
UAPPAE1 atau UAPA);

c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK K/L
(LRA,LO, LPE, Neraca, dan CalLK) yang direviu;

d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang
dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

e. hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta

komentar pereviu.



Selain sebagai pertanggungjawaban pereviu, kertas kerja juga
digunakan untuk menjamin pengendalian mutu atas reviu Laporan
Keuangan K/L. Penyusunan KKR dilakukan pada saat
pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan
dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu
dan pelaksanaan reviu atas LK K/L periode berikutnya.
Secara umum tujuan penyusunan kertas kerja adalah

a. Pendukung Laporan
Dokumentasi Informasi
Identifikasi dan dokumen temuan
Pendukung pembahasan

Media reviu pengawas

-~ 0o o o C

Bahan pembuktian

Referensi

> @

Pembantu auditor eksternal

i. Dan sarana pengendali mutu.

Seperti diketahui kegiatan Reviu atas laporan keuangan
merupakan salah satu tugas fungsi dari auditor inspektorat utama,
namun dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan
keuangan semester | dan semester Il tahun 2017 dan 2018, serta
wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat |, kertas
kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan
belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa
kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti
keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi
penugasan, dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan
keuangan.

Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip
penyusunan kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan
diantaranya kertas kerja harus relevan, sesuai dengan program
kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan

harus seragam.

10



2. Belum adanya system reward and punishment yang ada di

lingkungan Inspektorat | Setjen dan BK DPR RI.

Dalam peningkatan kinerja auditor dan mendorong pencapaian
yang maksimal dan menghindari kinerja yang kurang optimal.
Diperlukan suatu pendorong diantaranya pemberian reward
sebagai apresiasi terhadap prestasi dari kinerja auditor berupa
diberikan keleluasaan untuk bimbingan teknis dan ditambahkan
dalam peluang untuk mendapatkan pelatihan yang menambah
kompetensi, serta pemberian punishment jika dirasa kinerja dari
auditor tersebut kurang optimal. Kondisi yang diharapkan dengan
adanya system reward and punishment sehingga terwujudnya
kinerja auditor yang baik, andal serta professional. Dampak yang
dirasakan jika tidak diterapkanya system reward auditor Dengan
tidak diterapkannya system ini maka kurangnya motivasi auditor
dalam peningkatan kinerjanya yang mendorong kearah kinerja

yang lebih baik.

3. Belum terdapat format baku terkait form permintaan

data/dokumen audit kepada audetee.

Dalam peningkatan kualitas kegiatan audit dan mendorong
pencapaian yang maksimal, serta menghindari kinerja yang yang
kurang optimal, diperlukan suatu koordinasi yang baik diantaranya
auditor dan auditee. Salah satu tahapan audit yang memerlukan
koordinasi yang baik ialah pada saat permintaan dokumen kepada
auditee. Saat ini belum terdapat bentuk baku dalam permintaan
data/ dokumen pendukung kegiatan audit.

Diharapkan dengan adanya bentuk baku form permintaan data/
dokumen pendukung kegiatan audit ini dapat memudahkan
koordinasi antara auditor dengan auditee, dan dapat mendukung
kelancaran kegiatan audit itu sendiri, dan juga dapat digunakan

sebagai identitas dari inspektorat I.
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B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Dalam pemilihan isu prioritas terkait dengan rancangan
aktualisasi ini penulis menggunakan teknik USG yaitu teknik Urgency,
Seriousness, dan Growth. Teknik USG sendiri adalah salah satu alat
untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya
dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan
isu dengan menentukan skala nilai 1 — 5 . Isu yang memiliki total skor
tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya maka akan
dijelaskan isu prioritas yang di pilih menggunakan teknis USG sebagai
berikut:

1. Urgency artinya seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera
dibahas, dianalisis dan ditindak lanjuti.

2. Seriousness artinya seberapa Seberapa serius isu tersebut
perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan
penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu
tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain
kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti
bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat
menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila
dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

3. Growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu

tersebut jika tidak ditangani segera.

Isu yang dipilih sebagai prioritas adalah isu yang pertama yaitu
Penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR RI
Belum terstandar. Dalam menganalisa isu-isu yang muncul diatas
akan dilakukan analisa penetapan prioritas isu menggunakan metode
USG (Urgency, Seriousness dan Growth) sperti dijelaskan tabel

dibawah ini:
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Tabel 1 Tabel USG

Kriteria

o Urgensi | Seriousness | Growth Total | Rangking

. Belum terdapat
keseragaman dalam
penyusunan kertas
kerja khususnya 5 5 3 13 1
kertas kerja reviu
atas laporan
keuangan DPR RI.

. Belum adanya
system reward and
punishment yang ada
di lingkungan
Inspektorat | Setjen
dan BK DPR RI.

. Belum terdapat format
baku terkait form
permintaan
data/dokumen  audit
kepada audetee.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU
Terkait dengan isu belum eragamnya penyusunan kertas kerja
reviu atas laporan keuangan oleh auditor inspektorat | terdapat
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:

1. Pada dasarnya dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang
Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI, telah
dicantumkan format kertas kerja reviu namun, masih bersifat
umum.

2. Dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan keuangan
DPR Rl semester | dan semester Il tahun 2017 dan 2018, serta
wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat |, kertas
kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan

belum terdapat keseragaman dikarenakan terdapat beberapa
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kendala dalam pelaksanaan tugas reviu atas Laporan Keuangan
DPR RI.

. Sebagaimana disampaikan oleh pusdiklatwas BPKP dalam modul
penyusunan kertas kerja audit untuk memenuhi prinsip-prinsip
penyusunan kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan
beberapa hal diantaranya, kertas kerja harus relevan, sesuai
dengan program kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami,
rapi, efisien, dan harus seragam.

Terkait dengan Urgency , Seriousness, serta growth dari
isu ini maka gagasan yang dipilih penulis adalah melakukan
penyeragaman penyusunan kertas kerja untuk kegiatan reviu
laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel serta
mendistribusikannya kepada seluruh auditor di inspektorat |
sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang
Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI dengan
harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan reviu laporan
keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat
menyeragamkan seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan
keuangan sehingga memudahkan ketua tim dalam melakukan
penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu,
memperjelas proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman
penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan yang sesuai
peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan
dapat meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan
keuangan itu sendiri untuk mempertahankan opini WTP dari

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
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D. RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja

Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan

Pemecahan Isu

Inspektorat | Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

1. Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja
reviu atas laporan keuangan DPR RI.

2. Belum terdapat format baku terkait form permintaan data/dokumen audit kepada
audetee.

3. Belum adanya system reward and punishment yang ada di lingkungan Inspektorat |

Setjen dan BK DPR RI.

Belum terdapat keseragaman dalam penyusunan kertas kerja khususnya kertas kerja

reviu atas laporan keuangan DPR RI.

Melakukan penyusunan dan penyeragaman kertas kerja untuk kegiatan reviu laporan

keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan dalam Persekjen No. 6 tahun
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2017 tentang Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan DPR RI serta mendistribusikannya
kepada seluruh auditor di Inspektorat | dengan harapan memudahkan pelaksanaan kegiatan
reviu laporan keuangan periode selanjutnya, dan utamanya agar dapat menyeragamkan
seluruh penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan sehingga memudahkan ketua tim
dalam melakukan penyusunan laporan reviu, memudahkan proses kendali mutu, memperjelas
proses dan hasil reviu, serta tercipta keseragaman penyusunan kertas kerja reviu laporan
keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dengan begitu diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kegiatan reviu serta kualitas laporan keuangan itu sendiri untuk

mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
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Tabel 2 Tabel Kegiatan Rancangan Aktualisasi

pegawai dari unit inspektorat I.
Dalam surat undangan ini
selain menerangkan rencana

kegiatan dan jadwal kegiatan

Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia.

e T Q= 1. | Keterkaitan SubstansiMata | o, .. . | Kontribusi Terhada Penguatan Nilai
No | Kegiatan , Output/Hasil | Pelatihan " | Stakeliolder Visi Misi OrganisasFi, Orggnisasi
Pembahasan |e Membuat e Proposal Peranan dan kedudukan ASN | Seluruh Kegiatan ini | Penguatan nilai organisasi
rencana Proposal Catatan pada kegiatan ini adalah | pegawai mendukung visi | dalam kegiatan ini adalah
pelaksanaan rancangan mentor dan Manajemen ASN, dikarenakan | Inspektorat | | Inspektorat | yaitu | Profesional. Karena dalam
kegiatan « Rapat Internal auditor dalam melakukan koordinasi | Setien dan | Mewujudkan melakukan pembenahan
aktualisasi. dengan  unit Undangan terkait penyampaian | BK DPR RI. Inspektorat | yang | permasalahan dibutuhkan
kerja Rapat rancangan aktualisasi Profesional, Profesionalisme dalam
Inspektorat | Laporan dibutuhkan kompetensi dalam Independen, pengerjaannya  sehingga
untuk singkat hasil | melakukannya, Pelayanan Akuntabel, dan | pembenahan yang
melakukan rapat Publik  ditandai dengan Berintegritas dalam | dilakukan tepat sasaran
konsultasi dan Daftar hadir | @danya keterkaitan antara rangka  mendukung | dan efisien. Dalam
meminta kegiatan seluruh auditor Inspektorat | peningkatan kinerja | melakukan  pembenahan
persetujuan rapat dimana dalam melakukan Sekretariat  Jenderal | permasalahan juga dituntut
mentor serta Lembar pengawasan harus dan Badan Keahlian | harus bisa
seluruh pengesahan professional termasuk DPR RI, Karena hasil | mempertanggungjawabkan
auditor memberikan kualitas terbaik dari aktualisasi ini | nya dengan baik dan tidak
inspektorat I. termasuk untuk hasil reviu ini, diharapkan akan | dilakukan dengan
serta membiasakan diri untuk memiliki outcome yang | sembarangan.
bersikap jujur, dan juga peran berdampak bagi
Whole of Government Inspektorat |  yaitu
ditunjukan dengan system meningkatkan kualitas
kolaborasi  antara  auditor kegiatan reviu laporan
Inspektorat | dalam upaya keuangan sehingga
mendukung rencana akan meningkatkan
pelaksanaan aktualisasi. kualitas dari laporan
Pada kegiatan ini, hal pertama keuangan itu sendiri
yang akan dilakukan adalah sehingga dapat
mempersiapkan Surat mempertahankan opini
Undangan kepada seluruh WTP dari Badan
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juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh
pegawai di inspektorat | untuk
hadir dalam kegiatan rapat
tersebut. Dalam kegiatan ini
diharapkan adanya kegiatan
musyawarah untuk mufakat
dan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
dan para auditor dalam
menduskusikan dan
menentukan dasar hukum,
bentuk serta isi yang akan
tercantum dalam kertas kerja
reviu laporan keuangan yang
akan disusun. Pada saat
menyampaikan paparan
kepada pihak terkait penulis
akan berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur
(Etika Publik). Dan dengan
adanya kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi titik
awal membangun komitmen
pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja
isi dari output yang dihasilkan
harus Jujur (Anti Korupsi dan
Akuntabilitas) tentang
kegiatan apa yang akan
penulis lakukan.
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Pengumpulan
data.

Melakukan
permintaan
data

terkait reviu
laporan
keuangan
sebelumnya.
Melakukan
wawancara
dan

diskusi
dengan ketua
tim

kegiatan

reviu

laporan
keuangan
periode
sebelumnya.

e Dokumen
kertas Kkerja
reviu laporan
keuangan
periode
sebelumnya,

e Peraturan-
peraturan
terkait
kegiatan
reviu laporan
keuangan.

e Catatan hasil
wawancara.

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan
pengumpulan dokumen terkait
penyususnan kertas  kerja
reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  ditandai dengan
adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Tahap pertama dalam
kegiatan ini adalah melakukan
pembicaraan atau interview
dengan auditor inspektorat |
untuk memberikan kejelasan
target dan agar dapat
bertanggung jawab  atas
kebenaran dokumen-dokumen

Staf TU
Inspektorat |,
Auditor
Inspektorat |,
Penulis.
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yang dikumpulkan
(Akuntabilitas) kegiatan
aktualisasi yang akan
dilakukan. Juga diperlukan
wawancara, musyawarah dan
diskusi (Nasionalisme) tentang
hal-hal yang berkaitan selama
aktualisasi diantaranya terkait
dokumen  dokumen  yang
dibutuhkan.

Pembuatan
format kertas
kerja  reviu
laporan
keuangan.

e Membuat
konsep kertas
kerja reviu.

e Menyusun
kertas  kerja
reviu laporan
keuangan
menggunakan
Ms. Excel.

e Form kertas
kerja  reviu
laporan
keuangan
berbasis Ms.
Excel.

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan
penyususnan kertas  kerja
reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam

melakukannya. Pelayanan
Publik ditandai penulis harus
professional termasuk

memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Tahap pertama dalam
kegiatan ini adalah melakukan

Penulis dan
Mentor.
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pembicaraan atau interview
dengan auditor inspektorat |
untuk memberikan kejelasan
target (Akuntabilitas) kegiatan
aktualisasi yang akan
dilakukan. Wawancara juga
diperlukan untuk melakukan
musyawarah  (Nasionalisme)
tentang hal-hal yang berkaitan
selama aktualisasi
diantaranya terkait
keuntungan dan hambatan.
Selama bermusyawarah,
penulis akan menunjukkan
sikap profesional (Etika
Publik) untuk menunjukkan
bahwa penulis bekerja dengan
berorientasi dengan  mutu
(Komitmen Mutu) agar tercipta
kepercayaan dari para auditor
selaku pengguna kertas kerja
reviu yang akan disusun.
Langkah berikutnya adalah
meminta  dokumen yang
berkaitan dengan reviu
laporan keuangan saat ini
untuk diobservasi. Selama
melakukan observasi
dokumen penulis akan
melakukannya dengan Kerja
keras (Anti Korupsi) sehingga
output yang akan dihasilkan
bisa  maksimal.  Langkah
selanjutnya adalah melakukan
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penyusunan kertas kerja reviu
laporan keuangan dengan
berdasarkan Persekjen No. 6
tahun 2017 tentang pedoman
reviu laporan keuangan DPR
RI.

Sosialisasi
Pengisian
kertas kerja
reviu laporan
keuangan
kepada
auditor
inspektorat .

Menentukan
jadwal rapat
Memaparkan
cara pengisian
berdasar
pedoman di
persekjen no
6 tahun 2017
tentang reviu
laporan
keuangan.
Membuat
catatan rapat.

Undangan
Rapat
Laporan
singkat
kegiatan
sosialisasi
Daftar hadir
kegiatan
rapat

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan sosialisasi
terkait penyususnan Kkertas
kerja reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  ditandai dengan
adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam  melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung

Staf TU
Inspektorat |,
Auditor
Inspektorat |,
Penulis.
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rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal pertama
yang akan dilakukan adalah
mempersiapkan Surat
undangan kepada seluruh
pegawai dari unit inspektorat I.

Dimana dalam surat
undangan ini selain
menerangkan rencana

kegiatan dan jadwal kegiatan
juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh
pegawai di inspektorat | untuk
hadir dalam kegiatan rapat
tersebut. Dalam kegiatan ini
diharapkan adanya kegiatan
musyawarah untuk mufakat
dan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
dan para auditor dalam
memperhatikan dan
memberikan penilaian, serta
saran terkait kertas kerja reviu
laporan keuangan yang telah
disusun. Dalam penyampaian
format kertas kerja dan
sosialisasi petunjuk pengisian
kertas kerja penulis akan
berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur
(Etika Publik). Dan dengan
adanya kegiatan ini
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diharapkan dapat menjadi titik
awal membangun komitmen
pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja
isi dari laporan singkat hasil
sosialisasi harus Jujur (Anti
Korupsi Akuntabilitas) tentang
kegiatan apa vyang akan
penulis lakukan.

Pendistribusi
an form
kertas kerja
reviu laporan
keuangan
kepada
seluruh
auditor
inspektorat .

e Pengumpula

n alamat
email para
auditor.
Menditribusi
kan kertas
kerja ke
seluruh
auditor
dengan
menggunaka
n email.

e Daftar

email para
auditor
Bukti
pengiriman
/pendistrib
usian
kertas
kerja reviu
kepada
seluruh
auditor
inspektorat
| melalui E-
mail DPR.
(Screensho

t).

Peranan dan kedudukan ASN
pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan
pendistribusian kertas kerja
reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  ditandai dengan
adanya keterkaitan antara
seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam  melakukan
pengawasan harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
dari hasil reviu ini, dan
membiasakan diri untuk
bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara auditor Inspektorat |
dalam upaya mendukung
rencana pelaksanaan
aktualisasi.

Auditor
Inspektorat |,
Penulis.
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kegiatan  yang  dilakukan
adalah mengirimkan format
kertas kerja reviu laporan
keuangan melalui email dpr
masing-masing auditor. Dalam
kegiatan ini diharapkan
adanya kegiatan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
dan para auditor untuk
memastikan apakah kertas
kerja reviu laporan keuangan
yang telah dikirim sudah
diterima. Dalam
pendistribusian format kertas
kerja dan sosialisasi petunjuk
pengisian kertas kerja penulis
akan berperilaku yang
mencerminkan beretika luhur
(Etika Publik). Dan dengan
adanya kegiatan ini
diharapkan dapat menjadi titik
awal membangun komitmen
pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja
isi dari laporan singkat hasil
sosialisasi harus Jujur (Anti
Korupsi) tentang kegiatan apa
yang akan penulis lakukan.
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Uji coba
Kertas kerja
reviu laporan
keuangan

e Melakukan uji

coba kertas
kerja Pada
penugasan
reviu atas
laporan
keuangan
Triwulan 1]
Tahun
Anggaran
2019

o Kertas Kerja
Reviu dan
Catatan
Hasil Reviu

Peranan dan kedudukan
ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan
dalam melakukan uji coba dan
evaluasi terhadap kertas kerja
reviu laporan keuangan yang
telah disusun membutuhkan
kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan
Publik  dalam  melakukan
pengawasan penulis harus
professional termasuk
memberikan kualitas terbaik
pada hasil reviu ini, dan Whole
of Government ditunjukan
dengan system kolaborasi
antara penulis dengan auditor
Inspektorat |  dalam upaya
mendukung rencana
pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal
pertama yang harus dilakukan
adalah melakukan uji coba dan
evaluasi terhadap kertas kerja
untuk mendapatkan kertas kerja
reviu Laporan Keuangan yang
terbaik untuk periode berikutnya
(Komitmen Mutu). Dalam
kegiatan ini diharapkan adanyal
kegiatan kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis
selaku penyusun form Kkertas
kerja dan auditor selaku
pengguna kertas kerja laporan
keuangan dalam penerapan
dan koreksi terkait kekurangan
serta memberikan saran
perbaikan terkait kertas kerja
reviu laporan keuangan yang
telah disusun.

Auditor
Inspektorat
|
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BAB IV

PELAKSANAAN AKTUALISASI

Tabel 3 Rekapitulasi Kegiatan Akualisasi

No Kegiatan Waktu Tempat Eviden Nilai ANEKA
Pelaksanaan Pelaksanaan
1 Pembahasan Senin, 7 Ruang Rapat Undangan e Akuntabilitas
rencana Oktober 2019 | Inspektorat |, Rapat ¢ Nasionalisme
pelaksanaan Gedung Setjen | ¢ Daftar Hadir Rapat | e Etika Publik
kegiatan dan BK DPRRI | ® Catatan saran e Komitmen
aktualisasi Lt.5, Ruang /masukan dari Mutu ,
508. mentor dan Auditor | ® Anti Korupsi
Inpektorat |
Laporan singkat
Proposal
Rancangan
Aktualisasi
Lembar
pengesahan yang
sudah di
tandatangani
2 | Pengumpulan 1 Oktober Peraturan Menteri ¢ Akuntabilitas
data 2019s.d 23 - Keuangan No. 255 | e Etika Publik
Oktober 2019 Tahun 2015 ¢ Komitmen
tentang Standar Mutu
Reviu Atas
Laporan Keuangan
Kementrian
Negara/Lembaga.

Persekjen No. 6
tahun 2017 tentang
pedoman reviu
laporan keuangan
DPR RI.

Peraturan Menteri
Keuangan No.
270/PMK.05/2014
Tentang
Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrual
Pada Pemerintah
Pusat.

Kertas Kerja Reviu
Laporan Keuangan
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Pseudo Triwulan Il
Tahun Anggaran
2018.

Kertas Kerja Reviu
Laporan Keuangan
Semester |l Tahun
Anggaran 2017.

Pembuatan 8 Oktober Format Kertas e Akuntabilitas
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Ikerja reviu Oktober 2019 Laporan Keuangan |e Etika Publik
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Excel. e Anti Korupsi
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i dan BKDPR Rl | « Undangan Kegiatan |- o o
Lt.5, Ruang Sosialisai

laporan 508. Mutu
keuangan Anti Korupsi
kepada auditor
inspektorat I.
Pendistribusian | 23 Oktober Daftar alamat e- e Akuntabilitas
form kertas kerja | 2019 - mail auditor o Nasionalisme
lr(eVIu laporan Inspektorat | setjen |e Etika Publik
k:::ggasr:eluruh dan BK DPB_F” ¢ Komitmen
auditor Bukti pengiriman / Mutu
inspektorat | pendistribusian « Anti Korupsi

Form Kertas Kerja

Reviu atas Laporan

Keuangan kepada

seluruh auditor

Inspektorat |

melalui  E- mail

DPR. (Screensho t).
Uji coba Kertas | 24 Oktober Kertas Kerja Reviu, Nasionalisme
kerja reviu 2019 s.d 31 . Ikhtisar Hasil reviu, Komitmen
laporan Oktober 2019 dan Catatan Hasil Mutu
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Reviu Laporan
Keuangan Tahun
Anggaran 2019.
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A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

i

Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan aktualisasi

Pada kegiatan pertama ini penulis melakukan rapat koordinasi
dengan seluruh pegawai dilingkungan inspektorat | pada pada tanggal
7 Oktober 2019, dengan maksud meminta persetujuan mentor serta
seluruh auditor inspektorat | untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi,
sekaligus melakukan konsultasi terkait rancangan dan output dari
kegiatan aktualisasi ini agar diperoleh hasil atau output yang terbaik,
sehingga tercapai tujuan untuk mengoptimalkan kegiatan reviu
laporan keuangan. Pada kegiatan ini penulis memaparkan dan
menjelaskan rencana, tujuan, dan tahapan-tahapan yang akan
dilakukan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi ini. Dalam hal ini
penulis memperoleh dukungan serta masukan dari para auditor baik
terkait penulisan rancangan aktualisasi maupun bakal output yang
akan dihasilkan yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan DPR
RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur | dan hampir seluruh auditor di
Inspektorat Utama.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan analisis isu dan
koordinasi terkait penyampaian rancangan aktualisasi dibutuhkan
kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai
dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor Inspektorat |
dimana dalam melakukan pengawasan harus bersikap professional
termasuk memberikan kualitas terbaik salah satunya melaului hasil
reviu laporan keuangan. Peran Whole of Government ditunjukan
dengan system kolaborasi antara auditor Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Hal pertama yang dilakukan pada tahapan kegiatan ini adalah
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mempersiapkan Surat Undangan kepada seluruh pegawai dari unit
inspektorat |. Dalam surat undangan tersebut selain menerangkan
rencana kegiatan dan jadwal kegiatan, juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat | untuk hadir dalam
kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan rapat tersebut, penulis
merasakan adanya kerja sama, sikap saling menghormati pendapat
dalam dikusi, dan musyawarah untuk mufakat (Nasionalisme) antara
penulis dan para auditor dalam menduskusikan rancangan
aktualisasi, menentukan dasar hukum terkait aktualisasi, serta isi
yang akan tercantum dalam kertas kerja reviu laporan keuangan
yang akan disusun.

Pada saat melakukan pemaparan rancangan aktualisasi kepada
pihak terkait, penulis telah berperilaku yang mencerminkan etika
luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan
dapat menjadi titik awal membangun komitmen dalam meningkatkan
dan menjaga kualitas pemeriksaan (Komitmen Mutu). Tentunya
bentuk dari bukti dokumen yang dikumpulkan penulis harus Jujur
(Anti Korupsi dan Akuntabilitas), dan pelaksanaan aktualisasi
sesuai dengan masukan para auditor Inspektorat |, dan benar-benar

ada.
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Gambar 2 Rapat Koordinasi terkait pemaparan rancangan aktualisasi

2. Pengumpulan data

Pada kegiatan pengumpulan data ini penulis menghubungi,
melakukan wawancara, dan meminta copy data yang berkaitan
dengan kegiatan reviu laporan keuangan periode sebelumnya dari
auditor yang pernah ditugaskan pada kegiatan reviu atas laporan
keuangan DPR RI, adapun contoh data tersebut seperti kertas kerja
yang pernah dibuat. Pada tahapan ini penulis juga menanyakan
dasar hukum yang menjadi acuan kegiatan reviu tersebut.

Selain melakukan wawancara langsung penulis juga akan
mencari peraturan terbaru dan mencari komparasi atau perbandingan
dari Kementerian/Lembaga lain yang telah memiliki kertas kerja
terstandar di lingkungannya melalui internet dengan tujuan
menghasilkan output yang maksimal.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan pengumpulan
dokumen terkait penyusunan kertas kerja reviu laporan keuangan
dibutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik

ditandai dengan adanya keterkaitan antara seluruh auditor
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Inspektorat | dimana pada saat penulis melakukan pengumpulan data
auditor menunjukan sikap professional yaitu kooperatif memberikan
data dan keterangan terkait kegiatan reviu laporan keuangan. Dan
Whole of Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara
auditor Inspektorat | dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan

aktualisasi.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan
pembicaraan atau interview dengan auditor inspektorat | untuk
memberikan kejelasan target dalam penyampaian tujuan dalam
melakukan permintaan data (Nasionalisme), penulis akan bersikap
penuh sopan santun (Etika Publik), yang kedua penulis akan
melakukan Browsing untuk mencari peraturan terbaru dan mencari
komparasi atau perbandingan dari Kementerian/Lembaga lain yang
telah memiliki kertas kerja terstandar di lingkungannya, untuk
meningkatkan wawasan dan kompetensi penulis sehingga
menghasilkan kertas kerja yang terbaik (Komitmen mutu). Dan
penulis akan bertanggung jawab atas kebenaran dan kerahasiaan
dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan (Akuntabilitas) untuk
menunjang kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Adapun dokumen

yang telah terkumpul sebagai berikut : (Lampiran Kegiatan 2)
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Gambar 3 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Pedomn Reviu Atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

PROGRAM KERJA REVIU (PKR)
KERTAS KERJA REVIU (KKR)

CATATAN HASIL REVIU (CHR)
IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN

OLEH:

Gambar 4 Penulis melakukan Browsing untuk mencari komparasi terkait
penyusunan kertas kerja reviu atas laporan keuangan ke kementerian/Lemabaga
lain

33



Gambar 5 Penulis melakukan Browsing untuk mencari Peraturan Menteri

Keuangan Republik IndonesiaNo.255 /PMK. 09/2015 Tentang Standar Reviu Atas

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

3. Pembuatan/Penyusunan format kertas kerja reviu laporan

keuangan.

Pada kegiatan ini, penulis dibantu mentor menyusun kertas kerja
menggunakan Ms. Excel, dengan tujuan memudahkan dalam
pengerjaan dan penggunaan kertas kerja atas reviu laporan
keuangan itu sendiri, penyusunan kertas kerja ini mengacu pada
Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu Laporan
Keuangan DPR RI, Peraturan Menteri Keuangan No. 255 Tahun
2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian
Negara/Lembaga, serta berdasarkan masukkan-masukan yang telah
diterima dari auditor pada saat pembahasan rencana aktualisasi.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyusunan kertas
kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus professional
termasuk memberikan kualitas form kertas kerja reviu laporaan

keuangan yang terbaik, dan Whole of Government ditunjukan
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dengan sistem kolaborasi antara auditor Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah melakukan diskusi
dengan mentor untuk memberikan kejelasan target yang akan
dipertanggungjawabkan (Akuntabilitas) kegiatan aktualisasi yang
akan dilakukan. diskusi (Nasionalisme) juga diperlukan untuk
membahas tentang hal-hal yang berkaitan selama aktualisasi
diantaranya terkait keuntungan dan hambatan. Selama menysusun
kertas kerja, penulis akan menunjukkan sikap profesional (Etika
Publik) untuk menunjukkan bahwa penulis bekerja dengan
berorientasi dengan mutu (Komitmen Mutu), agar tercipta
kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas kerja reviu
yang akan disusun.

Langkah berikutnya adalah menelaah dokumen yang telah di
peroleh yang berkaitan dengan reviu laporan keuangan saat ini untuk
diobservasi. Selama melakukan observasi dokumen penulis akan
melakukannya dengan jujur dan kerja keras (Anti Korupsi), sehingga
output yang akan dihasilkan bisa maksimal. Langkah terakhir
adalah melakukan penyusunan form kertas kerja reviu laporan
keuangan dengan berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 tentang
pedoman reviu laporan keuangan DPR RI. Berikut adalah contoh

Form kertas kerja reviu atas laporan keuangan yang telah disusun.
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Gambar 6 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP
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KERTAS KERJA REVIU (KKR)
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Gambar 7 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja
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Gambar 8 Kertas Kerja Reviu Laporan Perubahan Ekuitas
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Gambar 9 Kertas Kerja Reviu Neraca
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Gambar 10 Kertas Kerja Reviu Catatan Atas Laporan Keuangan
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Gambar 11 Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran
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Gambar 12 Ikhtisar Hasil Reviu-Laporan Operasional
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KEGIATAN NON QPERASIONAL
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Gambar 13 Ikhtisar Hasil Reviu-Laporan Perubahan Ekuitas
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Gambar 14 Ikhtisar Hasil Reviu-Neraca
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4. Sosialisasi Pengisian dan Evaluasi kertas kerja reviu laporan

keuangan kepada auditor inspektorat I.

Pada kegiatan ini, penulis melakukan sosialisasi terkait output
dari kegiatan aktualisasi yang telah penulis lakukan yaitu kertas kerja
reviu atas laporan keuangan DPR R, kegiatan ini dilaksakan pada
23 Oktober 2019 dan dihadiri oleh Inspektur | serta seluruh auditor
Inspektorat |. Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi ini ialah untuk
memaparkan cara pengisian dan pengerjaan form kertas kerja ini
berdasarkan Persekjen No. 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Reviu
Laporan Keuangan DPR RI (Terlampir di lampiran kegiatan 4)
sehingga kertas kerja ini sudah bisa digunakan pada reviu laporan
keuangan Pseudo (Triwulan Ill) dan reviu laporan keuangan
semester || Tahun Anggaran 2019.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan sosialisasi terkait
penyususnan kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan
kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan Publik ditandai
dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh auditor
Inspektorat | terkait tatacara pengguanaan dan pengisian kertas kerja
reviu laporan keuangan ini untuk mempermudah auditor dalam
penggunaanya. Dan Whole of Government ditunjukan dengan
system kolaborasi antara auditor Inspektorat | dalam upaya
mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang akan dilakukan adalah
mempersiapkan surat undangan kepada seluruh pegawai dari unit
inspektorat |. Dimana dalam surat undangan ini selain menerangkan
rencana kegiatan dan jadwal kegiatan juga berisi permohonan
partisipasi dari seluruh pegawai di inspektorat | untuk hadir dalam
kegiatan rapat tersebut. Dalam kegiatan ini terdapat kegiatan
musyawarah untuk mufakat dan kerja sama (Nasionalisme) antara
penulis dan para auditor dalam memperhatikan dan memberikan

penilaian, serta saran terkait kertas kerja reviu laporan keuangan
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yang telah disusun dan juga penulis memberikan penjelasan terkait
perbedaan antara Kertas Kerja yang penulis susun dengan kertas kerja

yang sebelumnya disusun masing-masing auditor.

Dalam penyampaian format kertas kerja dan sosialisasi petunjuk
pengisian kertas kerja penulis berperilaku yang mencerminkan beretika
luhur (Etika Publik). Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat
menjadi titik awal membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang
(Komitmen Mutu). Tentu saja isi dari bukti sosialisasi harus dikumpulkan
dengan jujur (Anti Korupsi dan Akuntabilitas) tentang kegiatan apa
yang akan penulis lakukan.
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=

Gambar 15 Kegiatan rapat tim reviu laporan keuangan sekaligus Kegiatan

Sosialisasi Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan yang telah diperbarui
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Gambar 16 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-PNBP yang telah
diperbarui
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Gambar 17 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran-Belanja yang telah
diperbarui
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Gambar 18 Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang telah diperbarui

(data menggunakan angka tidak sebenarnya)

Inspektorat Utamas
Sekretariat Janders! DPR RI

KERTAS KERJA REVIU
PSEUDO LAPORAN KEUANGAN DPR RI

(Untuk periode yang berakhir 30 September 2018)
Tanggaldan Nomor K KA 31 Oktober 2018 _Nomor /KKR-RevieLtPuoeoudorz018
UnitiSatean Kerja yang O iperiksa Biro Perencanman dan Kesangan
Pericde ysng Diperitsa Tahun 2018 dan 2017 (periode yang berahhir 30 Septembar)
Langkah Karja Nom ar
Disusun O leh paratsgt
Direviu O len

paratitgl

Reviu terhadap pengungkapan nilai yang terdapat Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017)

No

Uraian Penjelasan

Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "PNBP Tahun 2018" antara yang tertera pada LRA
(RpX.8XX.XXX.127), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp2.X87.X7X.01X)

Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "PNBP Tahun 2017" antara yang tertera pada LRA
(RpX.2X7.080.X51), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp1.X17.5X0.12X)

Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "Belanja Pegawai Tahun 2018" antara yang tertera
pada LRA (Rp72X.X02.X2X.5X7), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp72X.XXX.82X.X22)

Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "Belanja Pegawai Tahun 2017" antara yang tertera
pada LRA (Rp70X.202.2X2.5XX), berbeda dengan yang tertera pada LO (Rp70X.1X2.8XX.177)

Terdapat perbedaan pengungkapan nilai "Surplus/Defisit-LO Tahun 2017" antara yang
tertera pada LO ((Rp2.72X.55X.502.18X)), berbeda dengan yang tertera pada LPE
((RpX.1X5.80X.X21.5X7))

keterangan:

Data untuk mereviu sampai dengan 31 Oktober 2018 pukul 12.00wib

Sumber data/dokumen reviu adalah hanya pada dokumen Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang

berakhir 30 September 2018 dan 2017) tanggal 26 Oktober 2018.

Reviu terbatas hanya pada kesesuaian pengungkapan nilai-nilai masing-masing akun pada pos-pos
Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017).

Belum dilakukan konfirmasi kepada penyusun LK terhadap hasil reviu tersebut

Gambar 19 Kertas Kerja Reviu Laporan Realisasi Anggaran yang belum diperbarui
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5. Pendistribusian form kertas kerja reviu laporan keuangan kepada

seluruh auditor inspektorat |

Kegiatan ke-lima ialah Pendistribusian form kertas kerja reviu
laporan keuangan kepada seluruh auditor inspektorat | untuk
dilakukan uji coba pada kegiatan reviu atas Laporan Keuangan per 30
September 2019 (Triwulan [ll) DPR RI Tahun Anggaran 2019.
Pendistribusian dilakukan melalui E-mail @dpr tujuannya ialah selain
memudahkan juga dapat sebagai sarana penyimpanan sebagai back
up data saat dibutuhkan.

Tahapan  kegiatan yang pertama  dilakukan  adalah
mengumpulkan alamat email para auditor, yang kedua mengirimkan
format kertas kerja reviu laporan keuangan melalui email dpr masing-
masing auditor sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kegiatan
aktualisasi ini (Akuntabilitas). Dalam kegiatan ini terdapat kerja sama
(Nasionalisme) antara penulis dan para auditor untuk memastikan
apakah kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah dikirim sudah
diterima. Dalam pendistribusian format kertas kerja penulis akan
berperilaku yang mencerminkan sikap etika luhur (Etika Publik). Dan
dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal
membangun komitmen pegawai untuk selalu memberikan kualitas
terbaik terhadap setiap kegiatan pengawasan intern di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI. (Komitmen Mutu). Tentu saja segala bentuk
bukti dokumen harus benar adanya (Anti Korupsi) berdasarkan

kegiatan yang telah penulis lakukan.
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Tabel 4 Daftar E-Mail Auditor Inspektorat |

No Nama Jabatan Alamat E-mail Tanda
Tangan

1 Einstinanto, SH., Auditor Muda einstinanto@dpr.go.id
M.Kn.

2 Dyah Citra Auditor Muda dyah.ariwidyasari@dpr.go.
Ariwidyasari, S.A.B., id
M.E.

3 Heru Nugroho, S.A.B, | Auditor heru.nugroho@dpr.go.id
M.AP. Pertama

4 Fabrina Mustika Auditor fabrina.ekawati@dpr.go.id
Ekawati, S.E. Pertama

5 Mas Riky Surya Auditor riky.adinegara@dpr.go.id
Adinegara, S.Kom. Pertama

6 Dwi Nartami Setyorini, | Auditor dwi.nartami@dpr.go.id
S.E. Pertama

4 Hesekiel Marudut Auditor hesekiel.morsa@dpr.go.id
Morsa, S.E. Pertama

8 Mikael Abubakar, S.E. | Auditor mikael.abubakar@dpr.go.i

Pertama d

9 Yulista Tunjung, A. Auditor yulista.tunjung@dpr.go.id
Md. Pelaksana

10 | Willy Zaher Rahman, | Auditor willy.rahman@dpr.go.id
A.Md., AKP Pelaksana

11 | M. Afrizal Ardhi, Auditor m.ardhi@dpr.go.id
A.Md., A.K. Pelaksana

6. Uji coba Kertas kerja reviu laporan keuangan

Pada kegiatan terakhir ini, setelah form kertas kerja reviu atas

laporan keuangan telah selesai dibuat dan didistribusikan kepada

seluruh auditor, atas arahan pengendali teknis, ketua tim dan seluruh

auditor anggota tim reviu laporan keuangan ini, Penulis mendapat

kesempatan untuk melakukan uji coba secara langsung penggunaan

kertas kerja reviu pada penugasan kegiatan reviu atas laporan
keuangan Per 30 September 2019 (Triwulan Ill) DPR RI Tahun
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Anggaran 2019 yaitu pada tanggal 22 — 31 Oktober 2019.

Pada kegiatan ini seluruh anggota tim yang telah menerima
kertas kerja reviu langsung menuangkan pekerjaan reviu atas
laporan ke dalam kertas kerja tersebut, adapun yang menjadi
tanggung jawab (Nasionalisme) masing-masing anggota untuk diisi
ialah sheet Kertas kerja reviu untuk menilai Pengendalian Intern atas
laporan keuangan, dan |khtisar Hasil Reviu untuk memaparkan saldo-
saldo perkiraan di laporan keuangan pada saat sebelum direviu,
saran koreksi, dan saldo akhir perkiraan setelah direviu. Sedangkan
ketua tim akan mengumpulkan pekerjaan anggota tim untuk
menyusun Catatan Hasil Reviu yang akan dikonfirmasikan dengan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan selaku pihak penyusun Laporan
Keuangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk
melakukan penyempurnaan terhadap kertas kerja reviu berdasarkan
arahan dari pengguna kertas kerja reviu yaitu auditor.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan uji coba dan
evaluasi terhadap kertas kerja reviu laporan keuangan yang telah
disusun membutuhkan kompetensi dalam melakukannya. Pelayanan
Publik ditunjukkan dengan dalam melakukan pengawasan penulis
harus professional termasuk memberikan kualitas terbaik pada kertas
kerja reviu atas laporan keuangan ini sehingga dapat memudahkan
auditor dalam menggunakannya, dan Whole of Government
ditunjukan dengan system kolaborasi antara penulis dengan auditor,
dalam upaya mendukung rencana pelaksanaan aktualisasi ini.

Pada kegiatan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah
melakukan uji coba dan evaluasi terhadap kertas kerja untuk
mendapatkan kertas kerja reviu Laporan Keuangan yang terbaik untuk
periode berikutnya (Komitmen Mutu). Dalam kegiatan ini diharapkan
adanya kegiatan kerja sama (Nasionalisme) antara penulis selaku
penyusun form kertas kerja dan auditor selaku pengguna kertas kerja

laporan keuangan dalam penerapan dan koreksi terkait kekurangan

54



serta memberikan saran perbaikan terkait kertas kerja reviu laporan

keuangan yang telah disusun.

Gambar 20 Rapat Konfirmasi Catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan menggunakan kertas kerja yang telah disusun

B. STAKEHOLDER

Stakeholder yang terkait dalam kegiatan aktualisasi ini ialah :

1. Pihak Internal

a) Inspektur |

b) Auditor Inspektorat |

c) Staff Tata Usaha Inspektorat
2. Pihak Eksternal

a) Bagian Evaluasi dan Pelaporan
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C. JADWAL KEGIATAN

Tabel 5 Jadwal Kegiatan

Kegiatan/Tahapan Oktober November

Kegiatan

Rapat Internal dengan
unit kerja Inspektorat |

e Membuat Proposal
rancangan

* Rapat Internal dengan
unit kerja Inspektorat |
untuk melakukan
konsultasi dan
meminta persetujuan
mentor serta seluruh
auditor Inspektorat |

2 | Mengumpulkan
data terkait
aktualisasi.

e Melakukan permintaan
data
terkait reviu laporan
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keuangan
sebelumnya.

e Melakukan
wawancara dan
diskusi dengan ketua
tim kegiatan reviu
laporan  keuangan
periode sebelumnya.

Membuat format kertas
kerja reviu laporan
keuangan.

e Membuat konsep
kertas kerja reviu.
e Menyusun kertas kerja

reviu laporan
keuangan
menggunakan Ms.
Excel.

Sosialisasi Pengisian
kertas kerja reviu
laporan keuangan
kepada auditor
inspektorat I.

e Menentukan jadwal
rapat

e Memaparkan cara
pengisian  berdasar
pedoman di
persekjen no 6 tahun
2017 tentang reviu
laporan keuangan.

¢ Membuat catatan
rapat.

Melakukan evaluasi




Uji coba dan Evaluasi
Kertas kerja reviu
laporan keuangan

e Melakukan uji coba
kertas kerja
pada kegiatan reviu
laporan keuangan
Triwulan Il
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah
satu tugas pokok dan fungsi auditor adalah Melaksanakan tugas-
tugas pengawasan dalam kegiatan reviu, diantaranya ialah kegiatan
reviu atas laporan keuangan.

Dan disebutkan bahwa auditor yang melakukan kegiatan reviu
laporan keuangan harus menyusun laporan reviu dan didukung
yang didukung dengan kertas kerja reviu sebagai bentuk
pertanggungjawaban pereviu, selain sebagai pertanggungjawaban
kertas kerja juga digunakan untuk menjamin pengendalian mutu
atas kegiatan reviu Laporan Keuangan K/L. Penyusunan kertas
kerja reviu dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus
didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan
penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK K/L
periode berikutnya.

Namun dari hasil pengamatan dokumen terkait reviu laporan
keuangan semester | dan semester Il tahun 2017 dan 2018, serta
wawancara yang dilakukan terhadap auditor inspektorat |, kertas
kerja reviu yang disusun dalam rangka reviu laporan keuangan
belum terdapat keseragaman. Hal ini dikarenakan beberapa
kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan reviu seperti
keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan waktu, alokasi penugasan,
dan sulitnya koordinasi dengan penyusun laporan keuangan.
Sedangkan disisi lain untuk memenuhi prinsip-prinsip penyusunan
kertas kerja audit yang baik harus memperhatikan diantaranya
kertas kerja harus relevan, sesuai dengan program kerja, lengkap

dan cermat, mudah dipahami, rapi, efisien, dan harus seragam.



Untuk itu gagasan pemecahan isu yang diambil yaitu optimalisasi
kegiatan reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format
kertas kerja terstandar di lingkungan inspektorat | Setjen Dan BK
DPR RI.

Kesimpulan terkait kegiatan aktualisasi optimalisasi kegiatan
reviu atas laporan keuangan melalui penyusunan format kertas
kerja terstandar di lingkungan inspektorat | Setjen Dan BK DPR Rl
merupakan salah satu contoh kegiatan yang merefleksikan nilai-
nilai ANEKA dan Peranan PNS yang telah ditanamkan kepada
CPNS pada saat pelaksanaan Latsar. bentuk perwujudan dari nilai-
nilai ANEKA dalam kegiatan aktualisasi ini diantaranya

Nasionalisme yang ditunjukan dengan adanya kerja sama,
sikap saling menghormati pendapat dalam diskusi, dan
musyawarah untuk mufakat pada keseluruhan lini di setiap kegiatan
pertemuan dalam rangka membahas, mendukung dan
mensukseskan kegiatan aktualisasi ini. Etika Publik dimana dalam
melaksanakan setiap tahapan kegiatan aktualisasi ini penulis selalu
bersikap sopan dan santun, tidak berkata yang tidak baik,
menyusun laporan secara jelas sesuai aturan yang berlaku, serta
selalu meminta izin terlebih dahulu sbeelum melaksanakan rapat
dengan cara berkordinasi melalui surat undangan.

Komitmen Mutu ditunjukan dengan komitmen penulis yang
berusaha menunjukkan sikap profesional untuk menunjukkan
bahwa penulis bekerja dengan berorientasi dengan mutu, tujuannya
agar tercipta kepercayaan dari para auditor selaku pengguna kertas
kerja reviu. Sehingga Inspektorat | dapat memberikan hasil kualitas
terbaik untuk kegiatan reviu laporan keuangan kedepannya, dan
dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi titik awal

membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang.

Selain itu kegiatan aktualisasi ini juga salah satu bentuk



perwujudan Akuntabilitas dimana hasil dari kegiatan aktualisasi ini
yaitu kertas kerja reviu atas laporan keuangan akan menjadi bentuk
pertanggungjawaban auditor dalam melaksanakan kegiatan reviu
atas laporan keuangan.

Serta niali Anti Korupsi ditunjukan melalui sikap jujur dan
bertanggung jawab dalam melakukan tahapan kegiatan aktualisasi
ini, sehingga dapat menghasilkan output sesuai harapan. Juga
kertas kerja ini merupakan bentuk transparansi auditor dalam
melaksanakan kegiatan reviu atas laporan keuangan.

Peranan dan kedudukan ASN pada kegiatan ini adalah
Manajemen ASN, dikarenakan dalam melakukan penyususnan
kertas kerja reviu laporan keuangan dibutuhkan kompetensi dalam
melakukannya. Pelayanan Publik ditandai penulis harus
professional termasuk memberikan kualitas terbaik dari hasil reviu
ini, dan membiasakan diri untuk bersikap jujur, dan Whole of
Government ditunjukan dengan system kolaborasi antara auditor

Inspektorat | dalam upaya mendukung pelaksanaan aktualisasi ini.

. SARAN

Saran dari penulis untuk penyelenggara adalah terus
meningkatkan kualitas mutu dari peserta latsar dengan cara
meningkatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan
kompetensi tidak hanya pada saat latsar berlangsung tapi setelah
proses latsar, untuk tetap memberikan kesempatan-kesempatan
dalam pengembangan diri yang mendorong peningkatan kualitas
SDM di lingkungan Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR
RI. Selain itu pemilihan mentor dan coach dalam aktualisasi
diusahakan jauh hari sebelum kegiatan latsar sehingga para
peserta dapat melakukan persiapan yang lebih matang.
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1. INSPEXTUR Il;

3. KABAG TU ITTAMA,

4. PARA KASUBAG TU ITTAMA;

S. AUDITOR INSPEKTORAT I;

6. AUDITOR INSPEKTORAT I

7. JFU;

8. PPNPN.

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR Ri
JAKARTA

Bersama i kami sampakan, barwa insoektorat | Sexratariat Jerderal dan Badan
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LAPORAN SINGKAT
RAPAT DALAM RANGKA PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI
OPTIMALISAS! KEGIATAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT |
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPRRI

HaruTarggal Senin, 07 Oktober 2019

Nakiu Pukul 09.30 WIB s.d salesat

Tempat Ruang Rapat Insp2ktorat |

Pimpinan Rapat inspaktur |

Pesarta Rapat 1. Ibu Mulyat, S.E {Pengendali Teknis;

2 Dyah Citra Ariwidyasari, SAB. M E (Mentor)
3. Auditor 'nspektorat Utama

Agenda Rapat Pemaparan Rancangan Aktualisasi dengan judul “Cplimalisasi Kegiatan
Reviu Atas Laporan keuangan melalui peryusunan formal kerfas kera
terstandar di lingkurgan Inspekterat | Setjen dan SK DPRRI

Catatan Rapat:

1 Rapat dibuka oleh pimpinan rapat pada puku! 09.30 W'8
Rapat bertujuan untuk memaparkan rarcangan aktualisasi dsngen judul “Optimaiisas) Kegiatan Revu
Atas Laporan keuzangan melaiui 02nyusunan format kertas “era terstandar di lingkurgan Inspektorat |
Setjen dan BK DPRRI”
3 Adanya masukan lerkait kuesicrer evaluasi kegiatan 2udit Inspekiorat | cleh pibak 2uditee dimana
nada rapat ni adalah Biro Protokol sebaga: uditee diantaranya
a  Melakukan penyesuaian terhadap kolom pemilhan unit akuntanst yang terdapat pada xertas kerja
reviy laporan keuzngan menurct Persekjen No. 8 Tarun 2017 dengan kertas karja raviu 'aparar
xauangan yarq 3kan disusun. mengings! hanya ada satu Jnit zkuntarsi & Seten dan BK CPR K
sehingea Parus Fisesusikan menadi hanya gis
Malgkukan genyesuzian fanqeah-angkah !

i~

n koiom JAPA

(3

Rapan raviu yang terdapat d3iam kertas kena v
laporan kenargan dencan keadaan 4 Seter dan BK CFRE B



-

s

T

Pagat ditulup pada pukut 1200 W B

Membuat tagan zur e
acoran ksuangan cerd

K2J2ngz"

rancangan shivalisasi
Memperkiat Jan lebib Infens urtk o elzhakan kuondingst Jengan para auditor dan menter dengan
‘ujuan memparalzh “ertas kerja yang sesua kebutuhan ‘epal qura. dan wudah doshami

AT~

Jakarta 07 Okiober 2019
inspektur |

Dr CewiBarlana S. M Psi. Q'A.
NP 16620926 158803 2 001



|

[ 2 T Melakukan penyesuaian langkah-langkah | Heru Nugroho, S A B. |

"3 "Membuat bagan alur terkail kegiatan- | Dyah Citra

1| Melaxukan penyesuaian terradap kciom | Fabrina Mustika

Cataian Saran/Masukan/Rekomendasi yang diierima dari hasil pemaparan
Rancangan Aktualisasi dengan judul Optimalisasi Kegiatan Reviu Atas
Laporan keuangan melalui penyusunan format kertas kerja terstandar di

lingkungan Inspekiorat | Setjen dan BK DPR RI.

Hari‘Tanggat Serin 7 Ckicoer 2912

Naktu 03 20 - selesa

Tampat Ruang Rapat Insgekiorat | Lt £ Gedung Satjen dan BK GPR Ri

No ! Saran/Masukan/Rekomendasi . NamalJabatan Tindak Lanjut

oemilihan unit akuntansi yarg terdapat Ekawal, S.E./
pada kertas kerja reviu laporan keuangan Auditor Pertama
menurut Persekjen No. 6 Tahun 2017,

dengan kertas kerja reviu laporan !

keuangan yang akan disusun, mengingat

hanya ada satu unit akuntansi di Setjen

dan BK DPR Rl sehingga harus

disesuaikan menjadi hanya disisakan

kolom UAPA.

|/ tahapan reviu yang terdapat dalam | M.AP./Auditor
kertas kerja reviu laporan ksuangan | Pertama
dengan keadaan di Setjen dan BK DPR
RI.

kegiatan yang dilaksankan pada saat | Ariwidyasari, SAB,
melaksanakan reviu laporan keuangan ME /Auditor Muda
| berdasarkan PKA yang telah dibuat oleh .
ketua tim kegiatan reviu ‘apcran
_| keuangan o
4 | Lebin memperjelas pembahasan terkait | Dyah Citra
| kegiatan reviu laporan keuangan itu ‘ Ariwidyasari, SAB
) sendiri dalam rancangan aktualisasi. | ME /Audtor Muda
5 | Memperkuat dan lebih intens untuk 11_De-<3eM Rieswanto.
melakukan koordinasi dengan para | A Md/ Staf
| auditor dan mentor dengan tujuan | Inspeklorat |
| memperoleh kertas karja yang sesua |
1 kebutuhan, tepat gura dan mudah
| dicaham




Bagan Alur Kegiatan Reviu Atas Laporan iKcuangan

bne Calepelusy
 Penmintang AKun Dalam Lap: TR
Dokumen 5 '
Keuangan 3er

Dolomen Sumbes

ST

Dokumen-Dokumen Ieeterangan/IConfirmasi De
|’ 11 - Auditec ekt Permas: §
Dalam Pelaksanann Rey

Lapaoratl Iseaangian
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SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIKR INDONESIA
NOMOR 270/PMK.05/2014

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANS] PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

Menimbany

Mengingat

Menetapkan

: Peraturan Pemenntah  Nomor 71 Tahun

PADA PEMERINTAH PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai
tahun anggaran 20135

b. bahwa dalam rangka penerapan standar akuntans: pemerintahan
berbasis akrual khusus untuk pemerintah pusat, perlu mengatur
ketentuan mengenai pencrapan standar akuntansi pemerintahan
berbasis akrual pada pemerintah pusat:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mentent Keuangan
tentang Penerapan Standar Akuntans: Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Pusat;

201U tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH
PUSAT

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri im yang dimaksud dengan

1. SAP Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip  akuntans:  yang
diterapkan dalam menyusun dan menvajikan laporan keuangan
pemerintah  yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
skuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiavaan dalam pelaporan pelaksanaan
anggaran berdasarkan  basis vang  ditetapkan  dalam Anzearan

L] MR



PERATURAN MENTERI REUANGAN REPURLIK INDONESIA

Memmbang

NOMOR 3% /PMRK.OD1A0LS
TENTANG

STANUAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meiaksanakan ketentuan Pasal 57 avat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang
Sistemn Pengendalian [ntern Pemerintah, telah ditetapkan
Peraturan Menten Keuangan Nomor S1/PMEK G4 2alo
tentang  Standar  Revin Atas Laporan Reuangan
Kementerian Negaca/Lembaga desgan menctapkan
Standar Akuntans: Pemenntahan Berbasis Kas Menugu
Akrual,

bahwa untuk mendorong penmghkatan kualas Lapoian
Kevnngar Kementerian Negara/ Lembapa vang disusun
dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerimtahan
berbasis  akmal  sebapomana domanatkan dalam
Perattiran Pemenntah Noemor 710 Tahun 2000 tentang
Standar Akuntanst Pererintabian periu
menvenipurnahan Standar Revine Lapogan iSouangan
Kementertan Negaras Lemsbaga vange dinton falam
Peraturan Menten Keaanean Nomor 31 PV 09 20
banwa berdasarkan prriimbangan sebragantiutia

dimaksud dadam breut 4 dan basul b peig menetaprar
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FROGRAM KBRS REVIL A LA
SERACA FER 30 JUND 20t
[ TERITY 1 Nternbargu el aaa fenopara ab ans dan ponage, Konanan Catien DO 0
3 Pares an Lenak faas nas diran Seandotar ¥ K e e b
Ferputh AR PN IEMIRS S dnpan SAD Ko Sekretany e izl DEF UL ol g Lo 2
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O f Langhah Kerpa Dilaksanakan aleh Jangha Wakiu MIKKK Catatan
Pelabaanan |
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Rencans ] Realpas Rencana

Meatisan |

Bandinghan Sallo Awal Mersea per | Janaan 2
domzan wida skhr per 31 Dovemioer 2014
{Tett apakah saldo akun acraca tebah reauan Jergan
“aldo nonmal

31 el apakaby jurral-gurral vang resmperesiub nerses
elzh drdukung clzh M2mo Penvessaan dan telad
|desarisas oleh pejabizt berwensng

4] Telun apakah velah difakukan rekonalion itermat
ntary dmt skuntaes dan und peneslols IMN melabiy
peactusnan BAR Rekonslias

§] Tetur apad ab teiah dutakuban sekonulias chstcrmal

antary smit akuntana dongan instans terkad (KPPN,
KPANL) melalun penctuaren HAR Rekomalian

A Pemdapatan yans Mo Hacus Diterima
{Dapatian SK Schyea MOU Sewa Cedame s & 30 Jari

2017 ke Bag Admnetess BMN

2{Paparkan Realiu Rieci Pencapatan Sewa Geding
dan Sangrean d 30 fum 2017 ke Bae Admmisras
evangan doa Bog Adminntras BMN

31 Tebits apakah mash tendapat sewa gedung vang belan
Ahayar retelah patuh tempo per 360 Jum 2017 meliin
pencluparan rekap AR sona eodung

Ajlertuienhan deoda ik terads Leterlaml
31 et apabah pentapatar yang mash S Gbavar
senchd telsh Slakukan peavesnann

St
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Zen S0 i3
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) Jued 2007

2 Tapatkan Benita Acana Cprame Pk Percdiase k:
Bagian Adovmastras BMN

el agal ah @ldo Persedionn wolih i dergan
A 4 apongar metisu porelosanss b2 Bt Acsu
Oprame Frul Persatinan

fPutihan Perediann vany resse 100 oz beh
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ok sumber melalui permortasn keteransan

vy ONBP

Direvia Oen Dunran Cich,

3

-

SSSSEEESE R TR

Mutyati, SE Avsita Porri Wiaznd,
199102 1R S NP 19010470041 2 20
Dietajul steh,

O Dewi Darlisas S MG
NP 19626928 AR o)



Inmpahtonet Utaina
Tk eatariat Jerctoral D 121

HERTASG KERIA REVIL
PPUE OO LAFORAN IKEUANCAN Oz )

Utk peciodo yang borakhie 30 Septombaer 20 11)
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o ettt

Reviu terhadap pengunpgkapan nitar vang terdapat Neraca, LRA, LO, LPE (periode yang berakhir 30 September 2018 dan 2017)
No

Parelasar

Tordapat pethedaar aergungkapan ndy “PNEP Tabun 23137 ant 1ra vang terters paata (RA
(Rpd 8319 149 127). berbeda dergan 4arg terterd 3343 L0 iRy 187479010

~ Terdapat porbedsan pecguogkapan miar PNBP Tirin 2017 antara vang fertera paca | 94
“ {Rp6 297 08C 3513, Jerbeda dengan vang terterd paca 193801 417 560 124)

Terdapat perbedaan pengungkapan mila: “Belarga Pegawar Tahun 018" antara yang fertera
pada LRA (Rp729 402,629 567) hurbeda dergar varg tertary pada LO (Rp729 393.823 422)

Terdapat perbedaan pengungkagan il “Belaea Pegawai Tahun 20177 antara yang tertera
paca LRA (Rp704.202 242 591, berbeda dengar garg tertera paca L0 (Pp703 132.863.177)

Targapat perbedaan pengungapan rilac “Surplus/Defiit 10 Tabun 20117 antara yang

5 terters pada LO ((Rp2 723 556 5C2 187)), berbeda dengan ¢ang *octera pada 1PE
{(Rpd. 165 806 121.537))

teterargon
Data untuk mereau sampa dengan 31 Oktoder 2018 oukut 12 00wt
Sumber darajdohumen reviu 3dalah hanyl paca dokumen Netaca LRA LO LPE ipericde vang

beralhir 30 Septemoer 2013 dan 2017} yang dlampirkan pada Nota Dinas Deout Bidang
Adrvnistras Nomar DA/ 1005/5ETIEN DPR R1/%2013 tanggai 26 Oktober 2018

Reviy terhatas Ramya pad ) Le10,u3 30 DEngungh 30an Ml Auldt Mating mMating Ikun DS Do% P
Neraga, LRALO LPE [pericde vanyg berabr 30 Septemper 2018 dan 20171

Betum ditskuhan konhrmas: kepada peayunon LK ermadas hasd rev tersebut
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)

NOTISEDAFTAR PERMASALAHAN REVIU ATAS EAPORAN KEUANGAN DPR RI
CNTUR TATUN Y ANG BERAKHIR PADA 30 JUNT 2017

Pendapatan
Terdapat potensi pendapatan denda keterlambatan pembayaran sewa gedune dan banganan

sehesar Rp666.000).- denzan rscran sebagan berikut:

"Pc:)c\\:) i I;m;:_':ni TNilai Kontrak | Hari TTowl
; | ; | |
- Mular Sewa ! Bayar Sewa ’ Sewa | Keterlambatan | Denda
. | | [ 1
I'\’T’Jﬁﬁn-__g' TITTO007 08023017 | Rpo.oo0.0on |31 | Rphlz 000
| Sardawi ‘ 1 i { t
S | DS (e S S, SN NN
Warung Tanto ]’l'um::nm 130012017 RpO.OOO 00D | 3 Rp34.000 |
(Kurnia Jaya) | L : ! l
| . i i . B l
TOTAL Rp666.000 |

|

Atas potensi denda tersebut, Tim Reviu belum dapat meyakini bahwa penyewa telah melakukan

pembayaran,

Terdapat ketidaktertiban administrasi dalam kontrak perjanjian sewa menyewa gedung dan

bangunan Khususnya warung-warung.

| Penyewa Tanggal/Nomor ’ Tanggal T Perbedaan Tanggal B!
Kontrak . Kontrak Hari Setor
| ditandatangani | i |
Warung (5 Juni 2017 (20 Marct 2017 | 88 Hari | 16 Maret| |
Asrapi | PB.OISOOSETIEN | | 2017 f
DPR ; | |
RUADM BMNIL2017 | i ! s
Warung | 15 Juni 2017 T Maret 20171105 Hari 20 Tebruari | l
Plery ' PBOI3OISETIEN 017 ;
i . DPR ! . i
| RIFADM BMN/ALL2017
jr\\Tan; " 16 Februan 2017 17 Januari | 30 Hari Januari- ‘:_ o .
2017 ‘ | Februar ! |
* {2017 1 ?

—li_g;l;\i\—dtl;;x—n Surat Peranjian Sewa Menyewa (Mol)) nmar.{'Sctjcu DPR RT dengan [l‘!“l‘ﬂ:
berbadan hukum di linghuagan Setjen DPR RI seperti Bank. Koperast, GSM, dan fain-lain yang
mengeanahin satu tanggal Jalam Kontrak dan dalam memular perjanjian, Surat Perjanian Sewa

Menvewa (Mol dengan warvng-warung mengaunakan tanzaal vang berheda dalam penomoran



B.

an Kontrah  periangian sewa mensewag m

aontrak, Kendaktertiban penany enuak ibataan

hesulitan dalam peeghitingzan masa sesa dan penehituncan pendapatan diterana fi muka

Terpndt potenst masadah hukum d: kedepannya

Persediaan

Ferdapat perbedaan saldo antas Laporan Persediaan dengan Laporan Posiar Persedinan di
Neraca Pada Laporan Persediaan, salds penediaan  sampm dengan 30 Jum 20,7
Rp16.433.977.065.00, sedangkan pada Laporan Posist Persediaan di Necaca saldo persediaan per
30 Junt 2017 Rpl6 443.527.063,00 sehingea terdapat selisih antara dua laporan tersebut sehesar
Rp10) 450 000,00

Pendapatan Diterima Di Muka
Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan yang Kontrak perjanjiannya disusun Tahun 2017 belum
dihitung  pendapatan  diterima dimukanya Schingga  rerdapat  kurang  catat  sebesar

Rp1.593 399.540,54 dengan rinctan sebagat barikut;



D.

Lain-lain

1

Berdasarkan hasit permintaan heteranzan, diketabio: bahevg sampai densan seiesamya Revin
atas Laporan Kevangan, Biro Perencanian dan Keuangan belum memilihe hebyakan
akuntansi yatz berlahu sebagat pedoman peny usenan Laporan Keuanzan

Lambatny a peny usunan faporan kevanzan, terntama discbabhan oleh lambatnya dataedata dan
unit unit kerja Khususnya terkait peesediaan. Unit-unit herja pengelola persediaan belum tertib
dalam pencatatan barang persediaan vanz masuk dan yang keluar, sehingga terjadi selisith

padi saat dilakuhanmya reKonsiliast antara aplikasi akuntanst keuangan dan akuntans: barang.

Jakarta, 25 Juli 2017

LAKHAR INSPEKTUR UTAMA

[an. Bambang Rudy Anto, S.H., ML
NIP. 19390314 198803 1 001
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWANM PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP (021) 5715 349 FAX. (021: 5715 4237575 925, WEBSITE  waw.dpr.go.d

Hariar TP 403 SETJEN DAN Bk DPR R izuie 22 Ttober 2012
Sifat Pznting
Derajat Ssgera
Parhal Undangan
YTH.
1. INSPEKTURII;
3. KABAG TU ITTAMA;
4. PARA KASUBAG TU ITTAMA;
5. AUDITOR INSPEKTORAT I;
6. AUDITOR INSPEKTORAT II;
1. JFU;
8. PPNPN.
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA
Bersama ini kami sampaixan, bahwa Inspekiorat | Sekretanat Jenderal dan Badan
#ezhlian DFR R! akan melaksanakan Rapat pada
Har/Tanggal Rabu, 23 Oktober 2018
Waklu : Pukul 1300 WIB ~ Selesal
Tempat RR. Inspektorat | Gedung Setjen dan BK CPR RILt5 R 508
Acara Rapal Tim Reviu Laporan Keuangan DPR RI Triwulan Il Tahun
2019
Demikian. atas perhatian dan kehadiran Saudara, diucapkan terima kasih
INSPEKTUR |, s
Dr. DEWI BARLIANA S .M.Psi. QlA,
NIP.19620926 198803 2 001 '
Tembusan

Inspektur Utama
Zekretarial Jenderal dan Badan Keanlian DPR R!




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKRILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10279
TELP (021) 5713 348 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE | wwrw.dpr go.id

DAFTAR HADIR
Han Tanggal Ratw. 23 Chisber 2019
Vakty 13.00 WIS - >e|c<3l
Tempat Ruang Raoat Inspeaterat } LLS Ruang 25.03
irarz Rapat Tim Peviu Laporan Keuargan DFR R Triwulan Hi Tabun 2019
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa untuk menerapkan sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi
pemerintah (SAP) yang berbasis akrual, maka laporan
keuangan Dewan Perwakilan Rakvat Republik
Indonesia harus dihasilkan melalui sistem akuntansi
instansi vang disampaikan secara tcpat waktu,
disusun dengan mengikuti standar akuntansi
pemerintahan dan direviu oleh Inspektorat Utama
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

b. bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan Dewan
Rakyat Republik Indonesia yang berkualitas dan dapat
dipertanggungjawabkan serta mendorong
penyclenggarean  kepemerintahaan  yang  baik,
diperlukan pedoman reviu atas laporan keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
&



menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang
Pedoman Reviu Atas Laporan Keuangan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

S. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

6. Peraturan Sckretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Sekretaris  Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEDOMAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang

dimaksud dengan:

1.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI
adalah Lembaga Kesekretariatan dan Keahlian Lembaga Negara
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
Catatan atas Laporan Keuangan (CalK] adalah laporan yang
menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (LK

DPR] adalah bentuk pertanggungjawaban Setjen dan BK DPR RI atas "
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pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan CaLK yang
dihasilkan dari proses akuntansi.

Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK DPR oleh auditor Inspektorat Utama yang kompeten
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah
diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan instansi dan LK DPR telah disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan, dalam upaya membantu Setjen dan BK DPR
RI untuk menghasilkan LK DPR yang berkualitas.

Akurasi informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR secara
benar dan tepat.

Sistem Akuntansi dan Pelaparan Keuangan I[nstansi yang selanjutnya
disebut SAl adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Setjen dan BK DPR RI.

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah
suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan
untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian LK DPR.

Arsip Data Komputer yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data
berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya. yang
berisikan data transaksi, data buku besar, dan/ atau data lainnya.
.Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

.Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti

untuk menghasilkan data akuntansi. ."
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13.

14.

16.

19.

Entitas  Akuntansi  adalah  unit  pemerintahan Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang dan  oleh karenanya  wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun LK DPR untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikarn laporan
pertanggungjawaban berupa LK DPR.

Keabsahan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang
didukung dengan dokumen sumber transaksi yang sah dan

memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan.

.Keandalan informasi adalah penyajian informasi dalam LK DPR yang

didasarkan pada fakta secara jujur, dapat diverifikasi, bebas dari
pengertian menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material.

Laporan Operasional selanjutnya disebut LO adalah laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode

pelaporan.

-Laporan Perubahan Ekuitas selanjutnya disebut LPE adalah laporan

yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- Laporan Rcalisasi Anggaran sclanjutnya disebut LRA adalah laporan

yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya
dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu aset, utang, dan

ekuitas dana pada tanggal tertentu. &



20. Pelaporan transaksi adalah pengelompokan dan penyajian suatu
transaksi ke dalam akun LK DPR berdasarkan kriteria yang diatur
dalam SAP,

21.Pengakuan transaksi adalah penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu transaksi dalam catatan akuntansi sehingga
menjadi bagian yang melengkapi unsur akun LK DPR dengan kriteria
mintmum yang harus dipenuhi oleh suatu transaksi untuk diakui
adalah:

(a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan
dengan transaksi tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
ke dalam entitas pelaporan; dan

(b) transaksi tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
atau dapat diestimasi dengan andal.

22. Pengukuran transaksi adalah penetapan nilai uang transaksi untuk
dapat diakui dan dimasukkan ke dalam akun LK DPR, pengukuran
akun dalam LK DPR menggunakan nilai perolehan historis, dimana:
(a) aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas/nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, dan

(b) kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

23. Penyelenggaraan akuntansi adalah serangkaian kegiatan pemrosesan
data untuk menghasilkan LK DPR, mulai dari pengumpulan,
pencatatan, dan pengikhtisaran data.

24.Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Sctjen dan
BK DPR RI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program.

25.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

26.Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah unit organisasi

Setjen dan BK DPR RI yang bersifat fungsional yang melaksanakan
»
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28.

29.

fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari
unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA] adalah unit
akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat
satuan kerja.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eseclon | (UAPPA-E])
adalah unit akuntansi pada tingkat Esclon | yang mclakukan
kegiatan penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPA serta UAKPB
yang langsung berada di bawahnya.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) adalah unit akuntansi
pada tingkat Setjen dan BK DPR RI (Pengguna Anggaran) yang
melakukan kegiatan penggabungan LK DPR seluruh UAPPA-El yang
berada di bawahnya.

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan

instrumen bagi Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI untuk

menjalankan pelaksanaan Reviu atas LK DPR.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan

untuk mendorong terlaksananya penyelenggaraan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual dan menyajikan LK DPR yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan prosedur Reviu.

(1

Pasal §
Pedoman Reviu LK DPR tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sckretaris

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini. P
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(2) Contoh-contoh format dalam pelaksanaan Standar Reviu tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini

Pasal 6
Peraturan Sckretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS JENDERAL,

NIP. 195709111984031002
<



LAMPIRAN 1

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

PEDOMAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Reviu atas LK DPR pada hakikatnya bertujuan untuk meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam LK DPR Semesteran dan
Tahunan, namun mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir
penyusunan LK DPR dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan,
maka Reviu dimaksud perlu dilaksanakan bersamaan dengan
pelaksanaan anggaran dan tidak menunggu setelah LK DPR selesai
disusun. Selain itu, mengingat peran dan fungsi pengawasan intern
pemerintah dalam rangka membantu dan mendorong penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, maka Reviu atas LK DPR juga bertujuan
untuk membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dalam menghasilkan LK DPR yang berkualitas dan dapat
dipertanggungawabkan.

Dengan mempertimbangkan kewajiban Reviu dan peran pentingnya
dalam membantu peningkatan kualitas LK DPR serta amanat Pasal 57
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun
Pedoman Reviu LK DPR sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reviu.

b



B. TUJUAN REVIU

Tujuan Reviu adalah untuk membantu terlaksananya

penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK DPR dan memi:



Reviu dititikberatkan pada Unit Akuntansi dan/atau akun LK DPR
yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan
akuntansi dan/atau penyajian LK DPR. Reviu dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan berjenjang, yang mencakup unit-Unit
Akuntansi pada Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu UAKPA, UAPPA-EI,
dan UAPA, serta UAKPB, UAPPB-El dan UAPB. Pendekatan berjenjang

tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing
tahapan Reviu.

Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas:

a. penelusuran LK DPR ke catatan akuntansi dan Dokumen
Sumber;

b. permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan,
pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LK DPR antara
Unit Akuntansi dengan Bendahara Umum Negara (BUN) secara
berjenjang; dan

c. analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang
kelihatannya
tidak biasa.

D. SASARAN REVIU

Sasaran Reviu adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik  Indonesia  memperoleh  keyakinan  terbatas bahwa
penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAl dan LK DPR disajikan
sesuai dengan SAP, serta Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia dapat menghasilkan LK DPR yang berkualitas.
¥
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E. WAKTU PELAKSANAAN REVIU

Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LK DPR. Yang dimaksudkan dengan paralel adalah Reviu
dilakukan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan
penyusunan LK DPR Semesteran dan Tahunan, serta tidak menunggu
setelah LK DPR tersebut selesai disusun. Hal ini perlu dilakukan
mengingat keterbatasan waktu antara batas akhir penyusunan LK DPR
dan penyampaiannya kepada Menteri Keuangan. Dengan waktu
pelaksanaan Reviu sebagaimana tersebut di atas, diharapkan Inspektorat
Utama Setjen dan BK DPR RI memiliki cukup waktu untuk dapat
membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia menghasilkan LK DPR yang berkualitas.

F. KOMPETENSI PEREVIU

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas Reviu atas LK DPR,
perlu dipertimbangkan kompetensi Pereviu yang akan ditugaskan. Scsuai
dengan tujuan Reviu atas LK DPR, maka tim Reviu secara kolektif

seharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:
a. menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. menguasai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
(Sistem Akuntansi dan Pelaporan BMN);

c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok Unit Akuntansi
yang direviu;

d. menguasai dasar-dasar audit;

e. menguasai teknik komunikasi; dan

f. memahami analisis basis data. ¥



G. OBYEKTIVITAS PEREVIU

Pereviu harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan Reviu. Prinsip
obyektivitas mensyaratkan agar Pereviu melaksanakan Reviu dengan jujur
dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian
seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh

kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

H. KEYAKINAN TERBATAS HASIL REVIU

Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam Reviu meliputi:
l. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh
dengan
a. membandingkan saldo akun LK DPR terhadap buku besar; dan
b. membandingkan saldo akun LK DPR terhadap laporan pendukung
(misalnya saldo akun Aset Tetap terhadap Laporan Posisi BMN di
Neraca).
2 Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain diperoleh
dengan:
a. menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi
keuangan dengan data transaksi BMN;
b. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SAI dengan
data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
c. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SIMAK BMN
dengan data dari KPKNL, dan
d. menilai proses inventarisasi BMN oleh Unit Akuntansi.
3. Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain diperoleh
dengan:
a. menilai proses verifikasi Dokumen Sumber transaksi keuangan
atau transaksi BMN; dan 4
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b. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau
transaksi
BMN.
4. Keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan
diperoleh dengan menilai penyajian akun-akun dalam pelaporan LK
DPR berdasarkan SAP

1. TAHAPAN REVIU

Untuk mendapatkan hasil yang memadai, Reviu perlu dirancang
dengan baik pada tiap tahapan meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan Reviu. Pada setiap tahapan Reviu tersebut,
Inspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI dapat melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak yang terkait, baik penyusun laporan keuangan pada
tingkat UAPA dan UAPPA-El maupun instansi pemeriksa keuangan yaitu
BPKRL

Tahap perencanaan Reviu pada pokoknya meliputi kegiatan untuk
menyeleksi dan menentukan obyek Reviu, proses penyelenggaraan
akuntansi dan akun LK DPR yang akan Direviu, dan pemilihan langkah-
langkah Reviu. Tahap pelaksanaan Reviu mencakup kegiatan penelaahan
atas penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada unit Reviu, serta
penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR). Tahap pelaporan Reviu mencakup
kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), lkhtisar Hasil Reviu
(IHR), dan Laporan Hasil Reviu (LHR), yang dilakukan secara berjenjang
mulai dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.

Sebagai dukungan atas pelaksanaan Reviu, Pereviu dapat
melakukan pendampingan terhadap Unit Akuntansi Sekretariat Jenderal
DPR RI selama pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Rangkaian aktivitas pendampingan pemeriksaan BPK
diawali melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR dalam hal ini Biro L
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Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tujuan kegiatan
pendampingan adalah untuk membantu efektivitas pelaksanaan
pemeriksaan LK DPR oleh BPK. Sejumlah aktivitas yang dilakukan dalam

pendampingan pemeriksaan BPK antara lain adalah:

a. menjelaskan kepada BPK mengenai hasil Reviu atas LK DPR agar
dapat digunakan oleh BPK;.

b. mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK;

¢. mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Unit
Akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK DPR oleh BPK;

d. membantu penyamaan persepsi Unit Akuntansi terhadap temuan
hasil pemeriksaan BPK;

e. mendampingi Unit Akuntansi dalam pertemuan akhir dengan
BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK DPR; dan

f. mendorong Unit Akuntansi untuk segera memperbaiki LK DPR
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Pelaporan kegiatan pendampingan pemeriksaan BPK dikategorikan

sebagai laporan intern untuk kepentingan manajerial. Laporan dapat

dibuat dalam bentuk surat, laporan singkat atau Nota Dinas kepada

pemberi tugas. Dalam hal diperlukan laporan dapat disampaikan ke

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(tergantung pada substansi masalah yang dihadapi).

1. PERENCANAAN REVIU

Tahapan perencanaan Reviu diawali dengan pembangunan
komitmen pada tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI untuk
menghasilkan LK DPR yang berkualitas, yang diantaranya melalui
penetapan target opini LK DPR yang akan dicapai. Selanjutnya,
apabila diperlukan maka Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR
Rl menetapkan fungsi yang membidangi dukungan peningkatan
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kualitas LK DPR. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi tersebut
melakukan koordinasi secara intensif dengan unit/lembaga terkait,
seperti penyusun LK DPR, dan BPK. Koordinasi diperlukan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan LK DPR,
termasuk di dalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut basil
pemeriksaan BPK atas LK DPR periode sebelumnya. Meialui
koordinasi  tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan
perencanaan Reviu yang efektif untuk menentukan Unit Akuntansi
dan akun-akun signifikan yang akan Direviu. Tahapan perencanaan
Reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan Reviu individual
yang meliputi penyusunan tim Reviu, pemahaman obyek Reviu, dan

pemilihan prosedur Reviu berbasis risiko yang akan digunakan.

Penyusunan tim Reviu dilaksanakan dengan
mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif
harus terpenuhi. Tim Reviu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua)
orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (K1), serta apabila
diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali
Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu atas
LK DPR. Sebagai dasar pelaksanaan penugasan Reviu atas LK DPR
maka Inspektur Utama Setjen dan BK DPR RI membuat dan
menandatangani Surat Tugas Reviu. Surat Tugas Reviu sekurang-
kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas dan susunan Tim,
tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan Reviu.
Contoh bentuk Surat Tugas disajikan pada Format 1 Lampiran II.

Penyeleksian dan penentuan obyek Reviu dilakukan dengan
menggunakan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:
a. Materialitas. Unit Akuntansi yang mempunyai saldo akun LRA,

LO, LPE, atau Neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam

1%
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data LK DPR periode pelaporan sebelumnya (diutamakan berasal
dari data LK DPR yang sudah diaudit oleh BPK).

b. Kepatuhan Penyampaian LK DPR dan Kualitas LK DPR. Unit
Akuntansi yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK
DPR dan/atau Unit Akuntansi yang LK DPR-nya tidak disusun
berdasarkan SAI dan tidak disajikan sesuai dengan SAP, meski
memenuhi batas waktu penyampaian LK DPR.

c. Signifikansi. Unit Akuntansi yang menghadapi permasalahan LK
DPR yang signifikan, yang antara lain tercermin dalam hasil audit
BPK atas LK DPR dan/ atau hasil Reviu sebelumnya.

d. Ketersediaan Sumber Daya. Penentuan jumlah Unit Akuntansi

yang akan Direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya
Pereviu.

Pemahaman atas obyek Reviu dimaksudkan untuk
mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan
akuntansi pada Unit Akuntansi yang bersangkutan (UAKPA, UAPPA-EI
dan UAPA) guna memahami garis besar sifat transaksi, sistem dan
prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi, dan basis akuntansi
yang digunakan untuk menyajikan LK DPR. Pemahaman tersebut
antara lain dilakukan dengan memahami:

a. LK DPR Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau
periode sebelumnya.

b. Hasil Reviu dan/atau audit atas LK DPR sebelumnya.

c. Bagan organisasi Unit Akuntansi, khususnya unit organisasi
yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan
akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang
bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
BMN. ¥



d. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kegiatan operasional Unit Akuntansi.
e. Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi, dan

Sistem Akuntansi Instansi beserta aturan terkait lainnya.

Pemilihan prosedur Reviu dimaksudkan untuk menentukan
langkah-langkah Reviu yang tepat, dengan mempertimbangkan pada:
a. Tingkatan Unit Akuntansi yang Direviu, yaitu apakah UAKPA,

UAPPA-EI atau UAPA.

b. Pertimbangan dan justifikasi Pereviu berkaitan dengan
penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan Direviu, yaitu:

1) apakah penyelenggaraan akuntansi atau akun LRA, LO, LPE,
Neraca, dan segmen dalam CalLK yang akan Direviu.

2) apakah semua akun (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca)
atau akun tertentu saja (baik LRA, LO, LPE, maupun Neraca)
yang akan Direviu. Penentuan akun LRA dan/ atau Neraca
yang akan Direviu, dapat didasarkan pada:

e nilai (besar atau kecilnya) saldo akun;

« potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang
tercermin dalam hasil audit BPK atas LK DPR dan/atau
hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR;

3) apakah semua segmen CaLK atau segmen tertentu CalLK saja
yang akan Direviu;
4) apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan

akuntansi atau aktivitas penyelenggaraan akuntansi tertentu

saja yang akan Direviu. Penentuan aktivitas penyelenggaraan

akuntansi yang akan Direviu, dapat didasarkan pada:

e pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas
menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
BMN; 3
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* pemahaman atas alur kerja penyelenggaraan akuntansi
dan pelaporan BMN;

« kelemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan,
yang tercermin dalam hasil audit BPK atas LK DPR
dan/atau hasil Reviu sebelumnya atas LK DPR;

¢. Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam
pelaksanaan Reviu.

2. PELAKSANAAN REVIU

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan Reviu dilakukan
melalui koordinasi dengan penyusun LK DPR. Koordinasi tersebut
diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas
rencana pelaksanaan Reviu kepada unit-unit vertikal, pembahasan
hasil Reviu, dan penyelesaian masalah pada tingkat kebijakan. Tahap
pelaksanaan Reviu meliputi identifikasi permasalahan pada proses
penyelenggaraan akuntansi dan peyajian LK DPR serta pemberian
saran perbaikan dan bantuan kepada Unit Akuntansi agar segera
dapat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang terjadi. Apabila
diperlukan, pada tahap ini Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal
DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan BPK. Kegiatan yang
tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau
informasi, penelaahan penyelenggaraan akuntansi dan laporan
keuangan, dan penyusunan kertas kerja Reviu.

1.Metode Pengumpulan Data dan/atau Informasi.
Berkaitan dengan konsep dasar Reviu yang dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan berjenjang yang meliputi tingkat UAKPA,
UAPPA-El sampai dengan UAPA, Pereviu perlu mempertimbangkan

L
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metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk
mendukung pelaksanaan Reviu secara optimal.

. Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan.
Dalam tahapan ini, Pereviu melakukan penclaahan atas
penyelenggaraan akuntansi dan LK DPR pada Unit Akuntansi yang
telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan Reviu.
Penelaahan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur Reviu
pada masing-masing Unit Akuntansi yang disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LK DPR;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LK DPR, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan
SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LK DPR;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LK

DPR;

Langkah-langkah Reviu akun LK DPR; dan

Prinsip dasar Reviu, yaitu apabila Pereviu menemukan

2

3
4

kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau
kesalahan dalam penyajian LK DPR, maka Pereviu bersama-
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara berjenjang.
Pereviu dapat memilih prosedur Reviu yang dibutuhkan
berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimana diuraikan
pada tahap Perencanaan Reviu. Selanjutnya Pereviu dapat
menambah, mengurangi, memperluas atau memperdalam
langkah-langkah Reviu, apabila menurut pertimbangan dan

justifikasi Pereviu hal tersebut harus dilakukan. )
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3.Penyusunan Kertas Kerja Reviu.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi

pelaksanaan Reviu atas LK DPR maka Pereviu harus menyusun

Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:

a. Pihak yang melakukan Reviu (Inspektorat Utama Sekretariat
Jenderal DPR RI);

b. Pada tingkatan Unit Akuntansi mana Reviu dilakukan (UAKPA,
UAPPA-El atau UAPA);

c. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK DPR
(LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yang Direviu;

d. Asersi yang dinilai dan langkah-langkah Reviu yang
dilaksanakan untuk menilai asersi; dan

e. Hasil pelaksanaan langkah-langkah Reviu dan
simpulan/catatan Pereviu.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu Reviu atas LK
DPR, maka KKR yang disusun oleh AT harus Direviu oleh KT, untuk
selanjutnya disetujui oleh PT apabila diperlukan. Reviu dan
persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial,
paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut Direviu dan
disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan
pelaksanaan Reviu, dengan menggunakan contoh sesuai Format 2
Lampiran II.

Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan Reviu dan
harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk
kepentingan penelusuran kembali hasil Reviu dan pelaksanaan
Reviu atas LK DPR periode berikutnya.

Untuk setiap Unit Akuntansi yang Direviu, simpulan dalam
KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu
(CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR). ¥
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3. PELAPORAN REVIU

Pelaporan Reviu pada pokoknya mengungkapkan tujuan dan
alasan pelaksanaan Reviu, prosedur Reviu yang dilakukan, kesalahan
atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati,
langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang
tidak atau belum dilaksanakan. Rangkaian aktivitas dalam pelaporan
Reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan Reviu
yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur Reviu yang dilakukan,
kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang
disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran
perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan.

Hasil pelaporan Reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Utama
Setjen dan BK DPR RI untuk membuat Pernyataan Telah Direviu pada
tingkat UAPA, yang antara lain menyatakan bahwa:

a. Reviu telah dilakukan atas LK DPR berupa LRA, LO, LPE,
Neraca, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal
pelaporan keuangan;

b. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Reviu atas
Laporan Keuangan DPR RI;

c. semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
penyajian manajemen Setjen dan BK DPR RI;

d. tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK
DPR serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP kepada Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

e. ruang lingkup Reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan

h
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f.

simpulan Reviu yaitu apakah LK DPR telah atau belum

disajikan sesuai dengan SAP; dan

. paragral penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan

perbaikan material dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau
koreksi penyajian LK DPR yang belum atau belum selesai

dilakukan oleh Unit Akuntansi.

Pelaporan Reviu dibuat pada setiap tingkatan Unit Akuntansi

mulai dari UAKPA sampai dengan UAPA yang disajikan dalam bentuk
CHR dan IHR. Adapun pada tingkat UAPPA-El dan UAPA dapat
disusun Laporan Hasil Reviu (LHR) yang merupakan kompilasi dari
CHR dan IHR pada seluruh Unit Akuntansi di bawahnya.
1.Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR).

Dalam hal Pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK DPR
yang belum diselenggarakan berdasarkan SAl dan/atau penyajian
LK DPR belum sesuai dengan SAP, maka Pereviu harus membuat
Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Unit Akuntansi yang terkait. Hal-
hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:

a.

Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/ atau LK
DPR (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yang harus dikoreksi.
Permasalahan yang dihadapi oleh Unit Akuntansi dalam
penyusunan LK DPR berdasarkan SAl dan/atau penyajian LK
DPR sesuai SAP.

Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh
Pereviu dan Unit Akuntansi dan telah atau akan dilakukan oleh
Unit Akuntansi.

Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh
Pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh Unit
Akuntansi.

)
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Dalam hal Unit Akuntansi belum atau belum selesai melakukan
perbaikan dan/atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang
disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu
penyampaian LK DPR kepada Menteri Keuangan (minggu ke-3 Juli
atau minggu ke-3 Februari), maka koreksi dan/atau perbaikan yang
belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan
Pernyataan Telah Direviu. Contoh bentuk CHR disajikan dalam
Format 3 Lampiran Il.

. Penyusunan [khtisar Hasil Reviu (IHR).

Untuk memudahkan pengguna hasil Reviu dalam memahami hasil
Reviu yang berkaitan dengan penyajian LK DPR, Pereviu menyusun
IHR yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun
sebelum koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. Usulan
koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, baik yang
ditemukan pada Unit Akuntansi bersangkutan maupun Unit
Akuntansi di bawahnya. Contoh bentuk IHR disajikan dalam
Format 4 Lampiran II.

. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR}.

Laporan ini dapat disusun pada tingkatan UAPPA-E! dan UAPA
sebagai gabungan dari CHR dan IHR Unit Akuntansi di bawahnya.
Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran
menyeluruh terhadap hasil Reviu yang dilakukan. LHR dapat
disusun dengan contoh seperti pada Format 5 Lampiran II. Contoh

format Pernyataan Telah Direviu disajikan dalam Format 6
Lampiran II.

e
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J. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAKPA

Laporan Realisasi Anggaran.

Prosedur Reviu LRA tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan
bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LRA telah
sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA
telah terpenuhi. Prosedur Reviu LRA UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LRA;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LRA, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian

2
3
4

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LRA;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LRA;
Langkah-langkah Reviu akun LRA; dan

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam
mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan
keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK
Unit Akuntansi) , maka Pereviu bersama-sama dengan Unit
Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau
koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara
berjenjang.

2, Laporan Operasional.

Prosedur Reviu LO tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan
bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LO telah
sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LO
telah terpenuhi. Prosedur Reviu LO UAKPA disusun dengan

menggunakan kerangka sebagai berikut: b5
€
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a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LO;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LO, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LO;

2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun LO;

3) Langkah-langkah Reviu akun LO; dan

4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam
mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses
pelaporan  keuangan (termasuk  keterlambatan dalam
penyampaian LK Unit Akuntansi) maka Pereviu bersama-
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau
kesalahan tersebut secara berjenjang.

3. Laporan Perubahan Ekuitas,

Prosedur Reviu LPE UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LPE telah sesuai
dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LPE telah
terpenuhi.  Prosedur Reviu LPE UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun LPE;
b. Langkah-langkah Reviu per akun LPE, yang berisi :

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP
serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan
informasi dalam LPE;

2) Dokumen yangdiperlukan untuk kepentingan Reviu akun LPE;

3) Langkah-langkah Reviu akun LPE; dan 7
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4) Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam

mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan

keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK

Unit Akuntansi), maka Pereviu bersama-sama dengan Unit

Akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau

koreksi atas keiemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara

berjenjang.

4. Neraca.

Prosedur Reviu Neraca UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa

pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun Neraca telah sesuai
dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan Neraca telah
terpenuhi. Prosedur Reviu Neraca UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut:

a. Langkah-langkah Reviu untuk seluruh akun Neraca;
b. Langkah-langkah Reviu per akun Neraca, yang berisi:

1) Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan

2

3
4

kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun
dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan
keabsahan informasi dalam Neraca;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu akun
Neraca;

Langkah-langkah Reviu akun Neraca; dan

Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam
mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses
pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam
penyampaian LK Unit Akuntansi), maka Pereviu bersama-
sama dengan Unit Akuntansi harus segera melakukan
perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau

kesalahan tersebut secara berjenjang. L4
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S. CaLK dan Lampiran LK UAKPA.

Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAKPA bertujuan untuk
memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan
pengungkapan informasi dalam CaLK UAKPA telah terpenuhi.
Prosedur Reviu CalK dan Lampiran LK UAKPA disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut :

a. Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan
informasi dalam CaLK UAKPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan
Lampiran LK UAKPA;

c. Langkah-langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAKPA;
dan

d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

K. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAPPA-E1
1. Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca.

Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPPA-El yang
diuraikan pada Bab [ angka 2 butir 3}, prosedur Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca tingkat UAPPA-EI dititikberatkan pada penelaahan
atas proses kompilasi LRA, LO, dan LPE serta proses rekonsiliasi

Laporan Keuangan Tingkat UAPPAE! dengan Direktorat Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) i

-
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Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El disusun

dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

a.

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca
UAPPA-E,

. Dokumen yang diperiukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO,

LPE, dan Neraca UAPPA-E;

. Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPPA-E],

dan

. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan
dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

. CaLK dan Lampiran LK UAPPA-E1.

Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-EIl bertujuan untuk
memastikan bahwa aspek formal LK UAPPA-El dan kecukupan
pengungkapan informasi dalam CaLK UAPPA-EIl telah terpenuhi.
Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPPA-El disusun dengan
menggunakan kerangka sebagai berikut :

a.

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
aspek formal LK UAPPA-El dan kecukupan pengungkapan
informasi dalam CaLK UAPPA-E |;

. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CalLK dan

Lampiran LK UAPPA-E];

. Langkah-langkah Reviu segmen CaLK dan Lampiran LK UAPPA-

El; dan *
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d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau

ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

L. PROSEDUR REVIU TINGKAT UAPA

1, Laporan Realisasi Anggaran, LO, LPE, dan Neraca.

Berdasarkan proses pelaporan keuangan tingkat UAPA yang
diuraikan pada Bab [ angka 2 butir 4), prosedur Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca tingkat UAPA dititikberatkan pada penelaahan atas
proses kompilasi LRA LO, LPE, dan Neraca UAPPA-El yang berada

dibawahnya serta proses rekonsiliasi Laporan Keuangan UAPA
dengan Dit. APK.

Prosedur Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA disusun dengun

menggunakan kerangka sebagai berikut:

a.

Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
akurasi, kehandalan, dan keabsahan LRA, LO, LPE, dan Neraca
UAPA;

Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu LRA, LO,
LPE, dan Neraca UAPA;

Langkah-langkah Reviu LRA, LO, LPE, dan Neraca UAPA; dan
Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

»
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2. CaLK dan Lampiran LK UAPA.

Prosedur Reviu CalLK dan Lampiran LK UAPA bertujuan untuk

memastikan bahwa aspek formal LK UAPA dan kecukupan

pengungkapan informasi dalam CaLK UAPA telah terpenuhi.

Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK UAPA disusun dengan

menggunakan kerangka sebagai berikut -

a., Tujuan prosedur Reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya
aspek formal LK UAPA dan kecukupan pengungkapan informasi
dalam CaLK UAPA;

b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan Reviu CaLK dan
Lampiran LK UAPA;

c. Langkah-langkah Reviu segmen CalLK dan Lampiran LK UAPA;
dan

d. Prinsip dasar Reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau
ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka
Pereviu bersama-sama dengan Unit Akuntansi harus segera
melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan

dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Pit. SEKRETARIS JENDERAL,

1P, 19570511198403100
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LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR & TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FORMAT 1:
CONTOH FORMULIR SURAT TUGAS
[KOP Sekretariat Jenderal DPR RI]

SURAT TUGAS
[Nomor Surat Tugas]

Menimbang : a.
b.
Dasar 1.
2.
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan ini memberi tugas:
Kepada
" N | Nama NIP Peran
| O

AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)

AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)

| AT/KT/PT/PM (pilih salah satu)

Untuk : Melaksanakan Reviu atas Laporan Keuangan DPR RI untuk
periode yang berakhir pada tanggal [Tanggal Pelaporan].

Reviu dilaksanakan selama ... (.....c.oovveeiennnenns ) hari, mulai tanggal (tanggal
mulai) sampai dengan tanggal (tanggal selesai).

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]
Inspektur Utama,

[Nama Terang]

[NIP] k



FORMAT 2:

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR)

! Sekretariat Jenderal DPR RI

No. Indeks KKR ' [1)
[Inspektorat Utama] Disusun 2]
oleh/Tanggal
Direviu [3)
oleh/Tanggal
Disetujui [4] }
‘ | oleh/Tanggal ;
1 UAPA Is] o 1
| UAPPA-E1 [6]
| UAKPA | (7
| B s
I Komponen - LRA - |10 I ~ TLPE
LK [8] ~;
e [T | Neraca - |caLK I
Akun/Segme ‘ ‘
;enyelengga : ]
piram I
| Akuntansi
Langkah-Langkah Reviu
T [10]
[Hasil Pelaksanaan Lingkah-bangkah Reviu (b;ﬁ;rﬁﬁxﬁ“ic—): Indeks KKR
Pendukung)

- (11] [12] g
Simpulan |
[13]
| Komentar 3

[14] |

»



Petun juk Pengisian:

[1] Diisi dengan Nomor Indeks KKR.

|2] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan .

(3] Diisi dengan nama Pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan Reviu.

|4] Diisi dengan nama pengendali teknis tim Reviu (yang berwenang

menyetujui).

|5] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).

|6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran

Eselon | (UAPPA-E1).

|7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

vang Direviu.

[8] Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu.

[9] Dicontreng Laporan Keuangan yang Direviu.

(10| Diisi dengan akun yang menjadi ruang lingkup KKR.

[11] Diisi dengan langkah-langkah Reviu yang dipilih .

|12] Diisi dengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah Reviu ,

[13] Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung.

[14) Diisi dengan Kesimpulan atas pelaksanaan langkah-langkah Reviu .

[15] Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi
persetujuan KKR.

¥



FORMAT 3:

CONTOH FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Sekretariat Jenderal DPR RI
[Inspektorat Utama)]

| Sekretariat Jenderal DPR RI Disusun [1]

[Inspektorat Utama) oleh/Tanggal

| Direviu _[_’I]_'

oleh/Tanggal

; Disetujui 3]

i ) o - .olueh/TangEal ]
UAPA 4] ;
UAPPA-E1 B ;
UAKPA | (61 |
Uraian Catatan Hasil Reviu Indeks KKR 1
Penyelenggaraan Akuntansi: !

o (7 T
Penyqﬁan LK: ' - o i
A LRA —
B ol o I
B. LO |
(1] . (12]
C. LPE
. [13] P [14]
D. Neraca S T
- [15] - o [16]

e s _~___l, e
B ' (17 . ns
C_ |

a



| Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

[19]
[11] [12]
Simpulan ]
[13] ]
Tanggapan
[14]

CATATAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI]

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL
LAPORAN)] 4



FORMAT 4:
CONTOH FORMULIR IKHTISAR HASIL REVIU (IHR)

Sekretariat Jenderal DPR RI Disusun 1
[Inspektorat Utama] | oleh/Tanggal
i Direviu [2]
oleh/Tanggal
Disetujui [3]
| oleh/Tanggal ‘
| UAPA ! [4] |
UAPPA-E1 | [5]
UAKPA [ | (el
Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
No Nama Akun Scbelu Usulan Status Setelah
m Reviu | Koreksi Koreksi Usulan
‘ Sudah | Belu Koreksi
l i
| | ;
1 | | ﬁ
| | SGS, S - |
? Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Operasional (LO)
No | Nama Akun Sebelu | Usulan 1 Status Setelah ||
m Reviu | Koreksi | Koreksi Usulan i
f Sudah { Belu | Koreksi ||
[ t | m ‘
| | |
\

|
| |
1 | |
|




| Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

|| No | Nama Akun Sebelu Usulan Status | Setelah |
‘ m Reviu Koreksi Koreksi Usulan
j : Sudah | Belu Koreksi i
|| ) N .. |
| el
: |
I Ikhtisar Hasil Reviu Neraca |
No Nama Akun Sebelu ' Usulan j. Status Setelah ’
m Reviu Koreksi | Koreksi Usulan
| Sudah Belu | Koreksi
=1
1
J




FORMATS :

CONTOH LAPORAN HASIL REVIU (LHR)
Sekretariat Jenderal DPR RI
[Inspektorat Utama]

LAPORAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN [UNIT AKUNTANSI]
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL
LAPORAN]

Daftar Isi:

1. Ringkasan Eksekutif

2. Dasar Hukum

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu

4. Metodologi Reviu

5. Gambaran Umum Obyek Reviu

6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran
7. Hasil Reviu atas Laporan Operasional

8. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas
9. Hasil Reviu atas Neraca

10. Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK
11. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan

12. Apresiasi

Daftar Lampiran:
I. Catatan Hasil Reviu (CHR)
II. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)



FORMAT 6:
CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIU TANPA PARAGRAF
PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah meReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa
Neraca per tanggal [Tanggal Neraca), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan
adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

vV



Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang
menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di
atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang
terkait

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]

Inspektur Utama,

[Nama Terang]

[NIP)

RS
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CONTOH FORMULIR PERNYATAAN REVIU DENGAN PARAGRAF
PENJELAS

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah meReviu Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran| berupa
Neraca per tanggal [Tanggal Neraca), Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan

adalah penyajian manajemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai
akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian
pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup
audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya: (1) [Kelemahan
terhadap penyajian salah satu akun}; (2) [Kelemahan terhadap penyajian
salah satu akun]. Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun

materialitasnya rendah, tetap harus ditindaklanjuti oleh pihak
manajemen.

p

’
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Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang
menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di
atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang
terkait

[Nama Kota], [Tanggal-Bulan-
Tahun]

Inspektur Utama,

[Nama Terang]
[NIP]

Pit. SEKRETARIS JENDERAL,

<NIP. 195709111984031002
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LAMPIRAN KEGIATAN 6



v M SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAMHLIAN
G —} DEWAN PERWAKILAN PAKYAT REPUBLI‘( INDONESIA

L‘.

TELE (z 1
SURAT TUGAS
Nemor : IL/137/87 PKPT/'RTAMA!10/2013
Memmhany - 3 aVKE TEhRsAnakar ¢
dan Baa 7
TEIugaskan Pejabal Fungsune
“eahiian Cewan Paiwarfan Raky: b 3
©  Sahwa nenugasdn ssbagaimana makud s kurut 3 cerdu dietapban dergan Surat Tgas

Daszr 1 Urdang Urdang omer 17 Tahua 2004 12ntang Keuargan Negara,

2 Undang Urdang Nemar 1 Tahun 2004 'entang Perbendaharaan Hegars

3 Persiuran Pemenntan Momer 60 Tahun 2008 tentarg Sstam Pargendahian infem Pemenntar
{SPIP),

4 Peraturan Menter ¥guargan Rspubliv Indonesia Nomer 233FNK 0912013 tentang Standar
Reuy Alas Laporar: Keuangan Kemertoran Negara / Lembaga;

5  Peraturan Sekrataris Jenceral OFR R! Nomor § Tzhun 2015 tertang Crganisasi dan Tata Kena
Sekretanal Jenderal dan Badan Keahlian DFR R sebagaimara telah beberapa ka§ diybah
terakhir dengan Peraturan Saxrstans Jenderal Nemer 7 Tahun 2018,

€ Peraturan Sekratanis Jerdersl Dewan Peruaiiian Rakyat Ropudik 'ndonesia Nomor *0 Tzhun
2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sakratarat jendz-al Dewan Penvekilzn
Rakyat Republi Indonesia

Dengan ini memben tugss
Kepada T Nama Jabatan | Hari Penugasan

1 Or Cew Barfana S, MPsi, OIA - ‘ "
NIP 13620926 198803 2 001 g Shat
2 Einstpanto, SH, M¥a. . ' 3han

dan Tekr :

NI 16800930 207001 1017 Pangardal Texris
3 Dyah Citra Amaidyasan SA3 ME Ketua Tim 3 hari
. . NIP 1g791262002122003 | Y b
4 Denny Ramaden, SE AT i 3han
L NIP 138605312009121003 | Anewsim o

5 Heru Nugroho, SAB MAP ] . { 3 han

NIP_ 19811205 206003 1 301 ‘ AngaetaTim

{8 Fripanlestan SE Anqgata Tim ghan
___ NP 'ge0dd7 201903202 . T
7 Mikas! Abubakar, S € Aragsts Tim Ahan

NiP. 19340109 201303 * 501

{3 M Alrzal n?"!u AN A i v 3 hed

Anaota T'm
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